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ABSTRAK

Nama : bnelda Juliz, 8.H.
Program studi ©  Magister Kenotasiatan
Jugul : Akibat Hukum Terhadap Pegjanjian Perkawinan Yang Tidak

Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagt Warga Negara
Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan DV Luar Wilayah
Indonesia.

Dalam Urndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur
secara tegas mengenal kemungkinan penyimpangan terhadap harta benda suami dan
istri di dalam perjanjian perkawinan, Pasal 29 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan memberikan kemungkinan kepada calon suami dan calon istrr
untuk melakukan penyimpangan ferhadap ketenfuan mengenal pembentukkan harta
bersama, penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat suatu peraniian
perkawinan sebelum perkawinan dilangsunpkan. Perjaniian perkawinan merupakan
persetujuan bersama antara calon sumni dan calon istri yang disahkan oleh Pepawai
Pencatat Perlcawipan untuk mengater akibat perkawinan terhadap harta benda mereka
yang menyimpeng dari persatuan harta kekayaaan. Dalam hal terjadi perkawinan di
luar wilayah Indonesia, yang mana sebelum perkawinan calon suami dan calon 1stri
telah membuat perlanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak
mendapat pengesahan dari Pegawal Pencatat Perkawinan di Indonesia, dengan
demikian stafug perjanjian perkawinen yang demikian tetap berlaku tidak memadi
batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalshi hokum, ketertiban umum dan
kesugilaan. Perianjian perkawinan (ersebut berlaku sebagat skia ofentik bagy para
pihak yang membuatnya, akan tetapt akta perjanjian perkawinan tersebut hanya
mengikat kedua belah pikak yang membuatnya, Dengan status perjanjian perkawinan
tersebut, maka Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri adalah
apabila terdapat permasslahan atau sengkets yang menyangkut harta kekayaan suami
dan istri makas pedanjian perkawioan tersebut hanya berlaku terhadap mercka saja
sedangkan terhadap pihak ketips tetap menganggap mercka melangsungkan
perkawinan dengan percampuran harts. Agar perjanjian perkawinan ferscbut dapat
dizahkan oleh Pegawai Peneatat Perkawinan, maka svami dan istri dapat mengajukan
permchonan untuk mendapatkan izin dad Pengadilan Neger dalam bentok Surat
Penetapan Pengadilan Negeri yang memenntabkan agar RKantor Catatan Sipil
bersedia untuk mengesahkan perjaniien perkawinan tersebut.

Kata Kunoi : Perjanjian Perkawinan, Perkawinan di luar wilayah Indonesia.
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ABSTRACT

Narae . Tmeida hudia, S.H.
Study program: Magister Kenotariatan (Master of Notary)
Title : Legal Consequences against Marriage Contract that is not legalized

by a Marnage Registrar for Indonesian Nationals who solemnize a
Marriage outside the Termritory of Indonesia

In the Law Number 1/1974 on Marriage, it doesn't explicitly provide the possible
aberration on a married couple’s property in a marnage cootract. Article 29 of Law
Number 1/ 1974 on Marriage gives possibility to the prospective husband and
prospective wife to commit violation of the provisiens on the formation of joint
property, such violation is committed by eatering into a marriage contract before a
marriage takes place. A Marriage Contract forms a joint agreement between
prospective husband and prospective wife that ig legalized by Marriage Registrar to
govern the marriage consequences against their properties that aberrate from the ity
of property. If a marriage takes place outside the territory of Indenesia, in which prior
to a marriage the prospective husbhand and wife have entered into 2 marriage contract,
the said marriage contract docsn’t obtain an approval from a Marriage Registrar in
Indonesia, thereby such marriage contract status remains in effect and not invalid
except, ity drafling process violating the law, public order and morality. Such
marriage condract shall become effective as an authentic deed for the parties who
entered into it; however such marriage contract deed shall only bind on both parties
who entered into it. With such marriage contract status, the Legal Protection against a
married couple’s propexty is, in case of any problem or dispute in respect of a married
couple’s property then such marriage contract shall be effective for them only while
against the third pacty remains considening them to have solemnized a magriage with
the confusion of property. In order that the said marriage contract can be legalized by
a Marriage Registrar then a married couple may file an application for obtaining an
approval from the District Court in the form of a Stipulation of the District Court
mstructing the Civil Registration Office is willing to legalize the said marriage
cotdract.

Key words: Marriage Contract, A Marriage solemnized outside the territory of
Indonesta
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakaong Permasalaban
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang dimaksud dengan perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarpa (rumah tangga) yang bahagia daun ke-
kal berdasarkan Ketubanan Yang Maha Esa.*

Berdasarkan Pasal 1 tersebut dapat disimpulkan hakekat dari fujuan perkawinan
itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Unswr kekal
tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup,
oleh sebab it perpisshan antara suami dan istri karens perceraian harus
dibindarkan karena tidak sesvai dengan hakekat dari tojuan perkawinan it
sendiri. Dengan demildan rumusan Pasal 1 tersebut juga mengandung sustu
harapan babwa dengan dilangsungkannya suatu perkawinan maka akan dipercich
suatu kebahagiaan, baitk yang bersifat materil manpan spinitual yang bersifat
kekal, yang hanya dapat diakhiti dengan kematian dari salah satu pihak?
Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dart dalam diri setiap individu
manusia untuk berkumpul dengan individu manusia lainnya, sudah menjadi kodrat
alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan
seorang perempuan, mempunyai daya saling tarik menarik satu sama lain untuk
hidup bersama.”
Undang-undapg Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya

mermandang suatu perkawinan dari aspek formal saja tetapi juga memandang dari

"Indonesia (13, Undang-Undung Tenteng Perkawinan, UU No.1, LN Ne.1 tahun 1974, TLN
No. 3019, Ps. |,

?Astain, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan
Nomar T Tatun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), him, 26.

R Wirjono Prodiedikoro, Hukum Perkawinan i Indonesia, cot. VI, { Sandung: Surur
Bandung, 1481), hlm. 7.

1 Universitas indonesia
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aspek agama. Aspek formal berkaitan dengan aspek administrasi yaitu berkaitan
dengan pencatatan perkawinan itu di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama
Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam sedangkan aspek agama
berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan.

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami dan istri, dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hukum. Arti
dari ikatan lahir batin itu sendiri adalah ikatan-ikatan yang tidak hanya nampak
dari luar seperti ikatan atas dasar benda-benda tertentu yang mempunyai wujud
(ikatan lahir) tetapi juga menyangkut ikatan jiwa atau ikatan rohani (ikatan batin),
dengan demikian karena adanya ikatan [ahir batin tersebut maka suami istri yang
telah melangsungkan perkawinan menjadi satu, baik dalam segi materil maupun
spiritual.s Perkawinan sebagai suatu lembaga hukum mempunyai akibat hukum
yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.
Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan tidak hanya menyangkut
diri pribadi suami dan istri, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri
tetapi juga menyangkut harta benda suami dan istri. Mengenai harta benda suami
dan istri diatur dalam Pasal 35 - Pasal 37 Undang-undang Nomeor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

(1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjaung para pihak tidak menentukan
lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi milik bersama dar suami dan istri, baik harta yang

dihasilkan atau dikumpulkan oleh suami dan istri itu sendiri maupun dari hadiah

Salim HS, Pengantar Hulum perdata Tertulis {BW], cetl, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
hlm. 6.

3). Satrio, Hukum Harta Perkawinan, cet.Il, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993}, hlm.
186.

®[ndonesia (1), op. cif., Ps. 35.
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atau warisan apabila suami istri tersebut menentukan demikian. Pengaturan
mengenai harla bersama dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak menentukan
mengenai kemungkinan penyimpangan pengaturan harta bersama dalam suaty
perjaniian perkawinan, kemungkinan penyimpangan hanya mungkin tegadi
terhadap harta bawaan dan harta benda karena hadiah atau warisan sebagatmana
diatur dalam Pasal 35 ayat (2) tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat
“sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.” Oleh karena Undang-undang
Nemor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur gecara tegas mesgenal
kemungkinan penyimpangan tcrhadap harta bersama di dalam  peranjian
perkawinan, maka timbul perbedaan penafsiran dari berbagai kalangan sarjans
hukum mengenal kenungkinan penyimpangan tersebut, salah satunya adatah I
Satno. Menurut J. Satno walaupun tidak diatur sccara tegas mengenai
kemungkinan adanya peayimpangan techadap heria bersama melalui perfanjian
perkawinan, fetapt apabila tidak ada keberatan mengenai hal itu maka harta
bersama dapat diperjanjikan dalam  perjaniian perkawinan asalkan ftidak
bertentangan dengan unsur agama dan kesusilaan ®

Pasal 2% Undapg-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
meraberikan kemungkinan kepada calon suami dan calon istri untuk melakukan
penyimpangan terhadap ketentuan mengensi pembentukkan harta bersama,
penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan
sebelum perkawinan = dilangsungkan. Peganjian  perkawipan  merupakan
persctujuan bersama antara calon suami dan calen istri yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat Petkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta
benda mereka yang menyimpang dari persstuan harta kekayszan. Perjanjian
perkawinan tersebut dirmungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan dan berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan
berlangsung dimungkinkan sepanfang kedua belah pibak suami istri sepakat untuk

Tibid

$Wahyono Darmabrata dan Surint Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Den Keluarga di
Indonesia, cetl], (Jakaria; Badan Penerbdt Fakuites Hukum Usiversitas Indanesia, 2004}, him. 96,
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merubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.® Isi perjanjian
perkawinan tersebut tidak ditentukan misalnya mengenai harta benda saja. Oleh
karepa tidak ada pembatasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian
perkawinan dapat mengenai beberapa hal.*°

Perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu hal yang asing lagi bagi secrang pria
dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat
Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran kadang kala perihal
pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan masih
menjadi persoalan yang sensitif. Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut masih
dianggap sesuatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, namun dalam hal
calon suami dan/atan calon istri adalah pengusaha, atau jika calon suami dan/atau
calon isti mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan
memperoleh kekayaan misalnya warisan,'' maka perihal mengenai perjanjian
perkawinan bukan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan diangggap tidak
biasa, bahkan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat guna
periindungan hukum bagi calon svami dan/atau calon istri ketika menjalankan
usaha, misalnya:

a. Dalam hal menjalankan kegiatan usaha, ada kalanya suami meminjam
vang kepada pihak bank dan ketika suami tidak dapat membayar
pinjaman dari pihak bank tersebut, hanya harta dari svami yang diminta
pertangpungjawaban bukan harta dan 1stri. Hal ini dapat terjadi karena
terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan istri tersebut sehingga
memberikan perlindungan terhadap harta istri.

b. Dalam hal suami dan istri yang akan mendirikan perusahaan khususnya
dalam bentuk perseroan terbatas, maka dengan adanya perjanjian

perkawinan, suami dan istri dapat mendirikan perseroan terbatas tersebut

“Subekti (1), Hukum Keluarga Dan Hukum Waris, cet.1V, (Jakarta: Intermasa, 2004), him. 9.

g Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. VIII, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1987), him, 32.

USubekti (2), Pekok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2003), him. 37.
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karena sudah tidak terdapat penyatuan harta dan kepentingan serta bukan
sebagai pihak yang terafiliasi lagi."?
Selain untuk kegiatan usaha, pembuatan perjanjian perkawinan juga memberikan
maniaat bagi seorang wanita sebapgai secorang istri, antara laim;

a Bila terjadi percersian maka perjapjian perkawinan tersebut akan
membenkan kemudahan dan sekaligus roempercepat dalam pembagian
barta karena sndah ada kejelasan mana harta vang menjadi milik suami
dan mana harta yang menjadi milik istrf tanpa harus melatui proses yang
berbelit-belit,

b. Harta yang diperoleb istri sebelum menikah yang berups harta bawaan,
maupun  harta yang diperoleh melalul warisan atan hibah tidak
bercampur dengan harla spami fetapi tetap berada dalam penguasaan
1Sl

¢. Istri terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumab tangga, baik secara
Jasmani maupun robani, misalnya istri dapst mengembangkan
kemampuannya dengan bekeria atau melanjutkan pendidikan karena
dalam kehidupan berkeluarga antars suami dap istri sering terjadi
ketidakseimbangan dalam berinteraksi atau berhubungan, antara suami
dan istri saling mendominasi atau salah satu pihak, spami atan jstri
mendominasi pihak yang lainnya sehingga terjadi pengekangan bagi istri
khususnya untuk berekspresi. '

Sebelum mengetahul lebil dalam mengenal peganjian perkawinen, ponulis
akan membahas mengenai arti dar perjanjian perkawinan. Menurut Wahyono
Darmabrata Undang-undang Nomeor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
memberikan definisi atau pengertian mengenal apa yang dimaksed dengan
perjanjian perkawinan, hal ini dapat disimpulkan dalem Pasal 29 Undang-undang
Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan mengenai perjanifan perkawinan dan
pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal dalam Undang-undang Noemor 1

“Tina Mariam, “Perjanjian Pra Niksh,” <hitp:/www solusibukim, com/artikel php2id=52,
dinkses 14 Marat 2008.

Brbid,
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Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatwr rmengenal  perjanjian

perkawinan.' Perumusan Pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut:

{1} Pada waktu atav sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disabkan
oleh Pegawsal Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

{2} Penanjian lersebut tidak dapat disabkan bilamana melanggar batas-batag
hukum, agama dan kesustlaan,

(3} Peganiian terschut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

{4} Sclama perkawinan berlangsung perjaniian fersebut fidak dapat di rubuh,
kecusli bila dari kedua belah pihak ada Fersct&}aaa untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga. ™

Selain digtur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, perjsnpan perkawinan juga mendapatkan pengaturan dalam Pasal
119 Kiteb Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Mulai saat perkawinar dilangsungkan, demi hukmn berlakulsh persatuan bulat
antara harta kekayaan suami dan istr, sekadar mengenal itu dengan perjanjian
kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atan diubah dengan
sesuatu persetujuan antara svami dan istri.'®

Dapat disimpulkan dari Pasal 119 tersebut, Kitab Undang-undang Hulum
Perdata memberikan kemungkinan terhadap calon suami dan calon istri untuk
mengatur harta yang akan mereka bawa dalam perkawinan dengan menyimpangi
prinsip pokok vang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Penyimpangan tersebut harus distur dalam perjanjian perkawinan (diatur dalam
Pasal 139 ~ Pasal 179 Kitab Undang-undang Huokum Perdata). Mengenat
perumusan perjanjian perkawinan dapat disimpulkan dari maksud disdakannya

“Darmabrata dan Siaddf, op. oit, hin, 71
Pndonesia (1), op. eit, Ps. 20,

Kitab Undang-Undang Hikum Perdata [Burgeriifk Wetboek], diterjomuhkan oleh R,
Subekti dan R. Titrosudibie, cer. XXXT, {Takarta: Pradaya Paramita, 26013, Pg, 119,
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perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata),

yaitu:

Perjaniian perkawinan ialah suatu perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh
calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan, vang berfu-
juan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri tersebut atas harta keka-
vaan masing-asing yang dibawa ke dalam perkawinan, menyimpang dari
prinsip harta campuran bulat."?

Oleh karena dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
tidak memberikan definisi atau pengertian mengepat perjanjian perkawinan,
pamun pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-umdang Hukum Perdata
memberikan perumusan perjanjian perkawinan yang dapat disimpuikan dari
maksud diadakan perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-
undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinao yang berbunyi: n

Untuk perkawinan dan segala sesuati yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-un-
dang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Huo-
kum Perdata (Burgerlijks Wethoek), Ordonansi Petkawinan Indonesia Kristen
{Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers 8. 1933 No 74), Peraturan Perka-
winan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 1583,
dan peraturap-peraturan Jain yang mengatur tentang perkawinan sejaub telah
diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlake '?

Dapat disimpulkan babwa karena perumusan definisi atau pengertian
mengenal pojanjian perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perumusan penyimpulan
definisi atau pengertian mengenai perjaniian pekawinan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dapat diberlakukan,

Menurut Black's Law Dictionary, penjaniian perkawinan atau prenupfuci
agreement, adalah

Wahyono Darmabrata (1}, Hukunr Perkawinan Menurst KUHPerdata 7, (Jakarta: Badan
Penerbit Fakuitas Hukam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 164,

Pindonesia {1), op. cit., Ps. 65.
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An agreement mude before marriage usually to resolve issues of support and
preper?/ division if the marriage ends in divorce or by the death of a
spouse.”’

Terjemahan bebas dari penulis bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu
perjanjian  yang dibuat sebelum perkawinan yeng biasanys dibuat antuk
memecahkan persoalan atas sokongan dan pembagian  kepemilikan  jika
perkawinan berakhir dalam perceraian atau kematian dari suami atag istd. Jika
dibandingkan dengan peramnsan definisi atau pengertian perjanjian perkawinan
menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut Black's Law
Dictionary, mengatur mengenal hal yang sama, yaitu dibuat sebelum perkawinan
dan mengatur mengenal kepemilikan (harta kekayaan) dari suami dan istn.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tshun 1974 tentang
Perkawinan, disebutkan balwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada
saat perkawinan dilangsungkan dalam bentuk tertulis dan disahkan olch Pepawai
Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang
pihak ketiga tersangkut.® Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut, timbul suatu
pertanyaan yaitu kapan suatu perjanjian perkawinan mulai berlaku? Mengenai
kapan mulai berlakunya suatu perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat
{3} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yvang menyebutkan
bahwa peganiian perkswinan mulai berlaku sejak perkewinan dilangsungkan,
begitu juga terhadap pibak ketiga™

Yang menjadi perpasalahan adaleh bagaimana akibat hukumnya jika
perjanjian perkawinan vang dibmat sebelum atau pade seat perkawinan
dilangsungkan dan daiam beotuk tertulis lupa disabkan oleh Pepawal Pencatat
Perkawinan? Menurut Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang
berbunyi:

“Bryan A. Gamner, ed., Black’s Law Dictionary, Bight Bdition {St. Paul Minnesota: West
Publishing Co., 2004), him. 1220,

Pfitman Hadilasama, Hukum Perkawinan Indonesia Morarni : Perundongon, Hukum Adal,
Hidum Agama, cetll, (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 56.

*'Darmabrata dan Sjarif, ap. oft., hln 7475,
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Ketentuan fercantum dalam pedanjisn perkawinan yang mengandung
penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnys ataw
pntuk sebagian, tak akan berdaku terhadap pihak ketiga, scbelum hari
ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam svatu register wmum, yang harus
diselenggarakan untuk itu di kepanitersan pada Pengadilan Negeri, vang
mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsunghkan, atau,
jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta
perkawinan dibukukannya.™

Maka akibat hukumnya adalah perjanjian perkawiman tersebui tidak beriaku
terthadap pihak ketiga dan sebagai jalan keluarnya dapat memohonkan Penetzpan
Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.™
Permasalaban berikutnya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian
perkawinan dimana calon suami dan calon isti yang berkewarpanegaraan
Indonesia melangsungkan perkawinan di lwar wilayah Indonesia, sementara
menurat bukum perkawinan Indonesta, perjanjian perkawinan tersebut harus
disahkan oleh Pesawsi Pencatat Perkawinan, sehinggs dengao mengadaken
perkawinan di luar wilayah Indonesia maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, jalu bapaimana status dari perjanjian
perkavdnan yang telah dibuat fersebut?

Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di fvar Indonesia antara dua
orang Warga Negara indonesia, maka dalam wakiu 1 {satu} tahun setelah suami
dan istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka
harus didafiarkan ke kantor pencatatan perkawinan yang berada di tempat tinggal
mereka,” Jika terlambat, maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan
Negeri setempat agar kantor pencatatan perkawinan mencatat perkawinan
tersebut.™ Dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai perkawinannya tidak

BKitab Undang-Undang Hukum Perdate [Burgerlijk Wethoek], op, cit, Ps. 152,

Buperaniian Kawin,™ <http:/wew kenendudukancapil go.idfindex phpdeontentread&o
=]257>, diakeses 14 Maret 2008.

*Hadikusema, op. cit., him. 20.

A . Loebis, Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia, (Jakarta: lanpa penerhit), him. 5.
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mengatur mengenai bagaimana jika terdapat perjanjian perkawinan yang telah
dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan di lvar wilayah Indonesia? Perjanjian
perkawinan tersebut menjadi tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai
Pencatat Perkawinan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah
Indonesia, ketika kembali ke Indonesia hanya didaftarkan saja atau dengan
perkataan lain hanya dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai
Pencatat Perkawinan tidak memeriksa dan meneliti.kembali apakah perkawinan
tersebut telah memenuhi syarat sah dalam Pasal 56 tersebut vyaitu bilamana
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut
dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian
perkawinannya saja tidak diperiksa dan diteliti lebih lanjut, apalagi meneliti atau
memeriksa ada atan tidaknya perjanjian perkawinan.

Untuk mengetahui permasalahan mengenai perjanjian perkawinan yang tidak
mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara
Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia, maka
penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pemecahan permasalahan
tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul
penelitian dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan
Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga
Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah

Indonesia®.

1.2. Pokok Permasalahan
Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, permasalahan yang akan diteliti adalah
1. Bagaimana status perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang
dilangsungkan di luar wilayah Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri
serta terhadap pibak ketiga sebagai akibat dari perjanjian perkawinan

yang tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan?
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3. Bagaimana pemecaban permasalahan terhadap perjanjisn perkawinan
yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan scbagal akibat
dari perkawinan yang dilengsungkan di luer wilayah Indonesia agar
perianjian perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh suami dan
istri seria berlaku terhadap pibak ketiga?

1.3, Metode Penelitian

Berdasarkan jenis-jenis penelitian, penelitian yang akan dilakukan adalah
penelition vuridie normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada data
sekunder mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di
fuar wilayah Indonesia.

Jenis tipologt penelitian yang digonakan dalam penelittan im adalah sebagai
berikut:

1. Penclitian cksplanatoris, yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih
dalam mengenal status perjaniian perkawinan yang tidak disahkan oleh
Pegawal Pencatat Perkawinan dan perlindungan hukum terhadap harta
kekayaan suami dan st serta pihak ketiga sebagal akibat dari perjanjian
perkawinan yang tidak disahkan tersebut,

2. Peneiitiap preskriptif, yaitu memberikan jalan keluar alau saran uatuk
mengatasi permasalahan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak
disahkan oleh Pegawal Pencafat Perkawinan secbagai akibat ded
perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia agar perjaniian
perkawinan fersebut {etap dapat dilaksanakan oleh suami dan istd vang
bersangkutan serta berlaku terhadap pihak ketipa.

Jenis data yang diguoakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitm
data yang dipercich dari baban pustaka mengenai pedaniian perkawinan dan
perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.®® Data sekunder yang
akan digunakan terdin dari:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum primer yang telah dikumpulkan

berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-undang

311 Mamudji, ot al.,, Metode Penelition Dan Penulisan Hukum, cet ], (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Halon niversitas Indonesia, 2005), hlm. 28,
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Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan guna mengetahui
pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang
dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yakmi Bahan hukum sekunder yang telah
dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan
penanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah
Indonesia puna mengetahui pembahasan teori dan analisa hukum
mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di
luar wilayah Indonesia.

3. Bahan hukum tersier, yakni Bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan
berupa kamus guna mengetahui definisi dari perjanjian perkawinan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi
dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari
bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yang meliputi
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel. Penulis juga akan
melakukan wawancara dengan para informan, yaitu dengan Pegawai Pencatat
Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yaitu Eric Polim Sinurat, Pegawai Pencatat Perkawinan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan yaitu Drs.
Fakhrurrozi, dan Notaris Licke Lianadevi Tukgali, SH., MH., MKn.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam
penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara
dengan para informan tersebut.

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan menggunakan
metode analisis data secara kualitatif sehingpa hasil penelitiannya akan bersifat
deskriptif analitis,”” yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum
perjanjian perkawinan yang tidak mendapatkan pengesahan dan Pegawai Pencatat
Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di

luar wilayah Indonesia.

Y 1bid., him. 67.
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1.4, Sistemiatika Penulisan
Dalam penulisan hukum  yang beudul “Akibat Hukuwm Terhadap
Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan Bagi Warga Negaras Indonesia Yang Melangsungkan
Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia” akan dibahas dalam 3 {(tiga) bab,
yang secara garis besar akan dijabarkan sebagat berikut:

BABI

BAB 11

BAB 1l

: Merupakan bab Pendahuluan, vang melipuli: latar belakang

permasgalahan, pokok permasalahan, metode peneditian dan
sistematika penulisan.

: Merupakan bab mengenal akibat hukwm terhadap perjaniian per-

kawinan yang tidak disahican oleh Pegawai Pepecatat Perkawinan
bagh Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan
41 luar wilayah Indonesia. Dalam bab ini penulis akan membahas
mengenal tinjavan wnum tentang perjanjian perkawinan, yang
terdiri dari pengertian perjanjian perkawinan, unsur-unsur pegian-
jian perkawinan, pibak dalam perjanjian perkawinan, isi, bentuk,
dan masa berlakuy dari perjanjian perkawinan, syarat-syarat dan
larangan perjanjian perkawinan, dan macam-macam perjanjian
perkawinan, Selanjuinya penulis akan membahas mengenal per-
janjian perkawinan yang dapat disalkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan bagi Warga Negara [ndonesia dan perjanjian perka-
winan yang tidak dapat disahkan olch Pegawal Pencatat Perkawi-
nan bagi Warga Negara Indonesia.

: Merupakan bab penutup yang ferdiri dari kesimpulan dan saran.

Daiam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran
dari pembahagan yang telah divraikan sebelumnya.
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BAB2
AKIBAT HUKUM TERHADAY PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN BAGI
WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGEKAN
PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

2.1, Tenjauan Umem Tentang Perjanjian Perkatvingn

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai pesjantian
perkawinan secara umum. Perjanjian Perkawinan lebih bercorak pada hukum
kekeluargaan sehingpa tidak semua kefentuan tentang hukum perjanjian vang
terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku |

Pada umumnya yang menjadi dasar pembustan dari suatu perjanjian
perkawinan adalah karena terdapat jumlab harta kekayaan yang iebih besar pada
satu pihak jika dibandingkan dengan pibak yang lain.

Perjanjian perkawinan mendapat pengafwran dalam Pasal 139 - Pasal 185
Ritab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 serta Pasal 35 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 ientang Perkawinan {(Disampaikan oleh Liza
Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal
12 September 2008, di Depok).

2.1.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan
Menurut Pasal 139 Xitab Undapg-undang Hukum Perdata, perjanjian
perkawinan adalah

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isitni adelah
berhak menyiapkan beberapa penyitnpangan dari peraturan undang-undang
sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila
yang baik atau tats tertib umum dan asal diindabkan pula segala ketentuan di
bawah ini.®

»R. Soewjoe Prawirohamidjojo dsn Asis Saficedin, Hukum Orang Don Keluarga, cel, ¥,
{Bandung: Alumai, 1988), him. 76,

BRitab Undang-Undeng Hubkum Perduta [Burgerlijk Wetbogk}, op. cit,, Ps, 139,
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Menurut R, Subekti, perjanjian perkawinan adalah

Suatu perjanjian mengenal barta benda suami istert selama perkawinan
mereka, gang menyimpang dari asas atau pola vang ditetapkan oleh undang-
undang.”

Menurut Wahyono Darmabrata, perjanjian perkawinan adalab

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri schelum perkawinan
dHangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kelayaan perkawinan
menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat. Perjanjian perkawinan,
merupakan  penanyisn  vang  berkatan eral dengan  hana  kekayaan
perkawinan.

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian perkawinan atau premupiuci

agreement, adalah

An agreement made before marringe usually te resolve issues of support arnd
pfoper?) division if the marriage ends in divorce or by the death of a
spouse.”

Terjemahan bebas dari penulis bahwa perjaniian perkawinan adalah suatu

perjanjian  yang dibuat sebelum perkawinan yang biassoys dibuat ustuk

memecshkan  persoalan  atas sokonpgan dan pembagian  kepemilikan jika

perkawinan berakhir dalam perceraian atau kematian dart suami atau istri,

Menuryt R. Scetojo Prawirchamidjoje dan Asis Saficedin, perjaniian

perkawinan adalah

R, Subeki, Ringhasan Temang Hukum Keluerga Dan Hukum Waris, cet. W, (Jakarta:

Intermasa, 2007}, him, 89,

Fwahyono Darmabrata {2}, Tinjaran Undong-Undang Nomer [ Tahun 1974 Tentang

Perkewinan Besertg Tindang-Undang Di Peraturon Pelasanaanapa, oot 1, {Jekarta; OV,
CGitarma Jaya, 20033, him. 76-77.

Nesaraer, loc. cit.
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Petjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-
akibal perkawinan mengenai harta kekayaan.

Menurat Salim HS, Perjaniian Perkawinan adalah

Perjaryian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat
perkawinan éiian%sungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta
kekayaan mereka. ™

Dalam perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1574 tentang
Perkawinan tidak diberikan definisi atau pengertian mengenal perjanjian
perkawinan,” namun pada ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata diberikan perumusan mengenai perjaniian perkawinan, maka berdasarkan
Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tzhun 1974 tentang Perkawinan dapat
disimpulkan bahwa oleh karena perumusan definisi atau pengertian dari pedaniian
perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka perumusan definisi atau pengertien dari
perjanjian pekawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat
dibertakukan,

2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan
Berdasarkan perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahuo 1974

tentang Perkawinan dapat disimpulkan unsur-unsur perianjian perkawinan, yaita

sebagai berikuty

1. Perjanjian perkawinan dibuat sehelumn atau pada sast  perkawinan
dilangsungkan. Kefentuan Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
meneniukan babwa perjanjian perkawinan harus dibvat dalam bentuk aktz
Netaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila persyaratan
fersebut {idak dipenubi, maka terdapat ancaman kebatalan, Pasal 29 tersebut
menentukan berbeda, yaite perjanjian perkawinen dibuat sebelum atan pada

Yprawirohamidiojo dan Saficedin, oz, eir., him. 76.
*HS, op. cit., him, 72,

*Darmabrata das Sarif, op, i, bim. 71,
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saat perkawinan dilangsungkan dan menentukan pula bahwa atas persetujuan
bersama kedus pihak dspat menpgadaken peranjian terfolis. Kata dapat
diartikan bisa membuat atau tidak membuat perjanjian tertulis. Jadi dapat
disimputkan, perjaniian perkawinan tidak harus ada dalam setiap pevkawinan.

. Perjaniian perkawinan dibvat dalam bentuk tertulis. Perumusan Pasal 29
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan
bahwa kedua pihak yaitu kedua calon mempelal atas persetyjuan bersama
dapat mengadakan perjanjian.ferfulie yang kemudian disabkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam perumusan Pasal 29 tersebut tidak
ditentukan apakah svatu perjaniian perkawinan harus dibuat dengan akia
otentik atau dapat dibuat dengan akia dibawah tangan. Menurut Nurazly
Soetamo, sebaitknya perjaniian perkawipan dibuat dalain bentuk akfa otentik
sehingga akan lebih meniamin kepastian hukum dan pihak ketiga dapal
mengetahui tentang adanya perjaniian perkawinan tersebut. Apabila perjanjian
perkawinan dibuat dengan akia di bawah tangan, maka kekuatan mengikatnya
masth diragukan atau masih dapat dibantah. Pendapat tersebut juga didukung
oleh Wahyono Darmabrata yang menyatakan sebaiknya perjanjian perkawinan
dibuat dalam bentuk akta otentik dap didasarkan pada pemikiran bahwa ist
perjanjian  perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 tersebut
mengilat pihak ketiga, sehingea seyogyanya dibuat dengan skia otentik.

. Unsur kesusilaan dan ketertiban vrnum. Unsur tersebut dapat disimpulkan dari
Pasal 29 ayat {2} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 teniang Perkawinan
dan perumusan tersebut juga sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian
perkawinan dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam
Pasal 29 dirumuskan bahwa perjaniian perkawioan tidak boleh melanggar
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sedangkan Pasal 139 tersebut
menentukan bahwa asalkan peganjian perkawinan tersebut tidak menyalahi
tata susila yang baik atau tata tertib urnum yang harus diindahkan,

. Unsur ndak boleh dirubah. Pada prinsipnya menurut Undang~-undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah,
walaupun dalam Pasal 2% ayat {4) Undang-undang tersebut ditentukan prinsip

Akibat Hukum.... Imelda Julia, FH Ul 2009 D versitas Indonesia
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yang menggambarkan sedikit perbedaan dengan ketentuan dalam Kitab
Eindang-undang Hukum Perdata, yakni perdaniian perkawinan dapat diubgh
apabila suami dan istd menyetujui dan perubahan terscbut tidak merugikan
pihak ketiga, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
perjanjian perkawinan dengan cara apa dan bagaimanapun {xdak boleh dirubah
baik setelah ataspun selama perkawinan berangsung. Adapun fujuan
pengaturan tersebut pada hakekatnya untuk menghindarkan diri dard adanya
perubahan dalam harta kckayaan suami dan isiri, yang nantinya akan
membawa kerugian bagi kepentingan pihak kefipa. Hal fersebut di atas dapat
distmpulkan dari Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, vang
menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan
dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah.

. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat {3} Undang-undang
Nomor §| Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian
perkawinan mulai berlaku bagl suami istri maupun bagi pihak ketiga sejak
saal perkawinan, sedangkan dalam Pasal 147 Kib Undangamdang Hulam
Perdata, unsur berlakunya perjaniian perkawinan bagl suami istri mulal
berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan sedangkan bagi pibak ketiga
dapat disimpulkan dari Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
perjanjian perkawinan berlaku setelah dibukukan atao didaftarkan dalam suatu
register umum, di Pengadilan Negeri di daerah huicum i manz perkawingn
tersebut dilangsungkan atau jika perkawinan dilangsunghkan di lvar negeri, di
kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan,”®

Adanya unsur-unsur persamaan dalam pengaturan perjanjian perkawinan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dar dalam Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 {entang Perkawinan, memberikan gambaran babwa maksud dan
tujuan Pembentuk Undang-undang adalah untuk mengatur lembaga hulkum yang
sama. Perjanjian perkawinao dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdaia pada

hakekatnya merupakan lambaga hukum yang sama dengan perjanjian perkawinan

B1bid., Wi, 72-75.
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yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

meskipun terdapat pula unsur-unsur perbedaannya.”’

2.1.3. Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanian perkawinan maka yang merupakan pihak-pihak dalam
perjanjian itu adalah calon suami dan calon istri, selain itu pihak ketiga.pun dapat
tersangkut sebagal pihak dalam perjanitan perkawinan. Pihak ketiga tersangkut
sehagai pihak dalam perjanjian perkawinan dalam hal pihak ketiga memberi hibah
kepada para calon suami dan calon istn afau salah seorang dari mercka itu
sehubungan dengan akan dilangsungkannya perkawinan mereka {(Pasal 176 Kitab
Undang-undang Hokum Perdata). Dalam Pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata ditentukan bahwa anak yang belum dewasa yang memenuhi syarai-syarat
untuk melangsungkan perkawinan, mempunyai kecakapan untek menyefuju
segala petjanjian yang mengandung perjanjian perkawinan, asalkan ansk yang
belum dewasa itu menyetujui, dibantu oleh segala merckas, vang izinnya untuk
melangsungkan perkawinan diperlukan. Apabila perkawinan harus dilangsunglkan
dengan izin Hakim, maka rencane perjanjian harus dilampirkan dalam surat
penmintaan akan jzin ity, agar tentang segala sesuatu dapat diambil sate ketetaparn
saja. Dalam Pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa
orang yang mencapai usia dewasa atau berada di bawah pengampuan, hanya dapat
mengadakan perjanjian perkawinan apabila dibantu oleh mereka yang oleh
Undang-undang ditunjuk dapat mewakili.”®

Mengenal wewenang membuat perjanjian perkawinan, menumt Pasal 151
Kitab Undang-ondang Hukum Perdata, pada asasnya mereka yang mempunyal
kecakapan untuk melangsungkan perkawinan juga mempunyal kewenangan untuk
mengadakan perjanjian perkawinen, vang menyimpang dari prinsip vang terdapat
dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, vang mana dalam Pasal
133G tersebut menentukan mengepal orang-orang vang belum dewasa stau belum
mencapai 21 (dua puluh satu) tghun, Dalam hal tersebut, maka calon svami dan

YDarmabrata (2), op. cit., b 74-75.

PDarmabrata (1), op. eit., hlm. 163-165.
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calon istri yang akan membuat suatu perjanjian perkawinan harus dibanty cleh
pihak-pihak vang dapat memberikan izin untuk dapat melangsungkan perkawinan,
Hal tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
Apabila syarat-syarat tersebut dipenubi, maka perjanjian perkawinan yang dibuat
tidak dapat dituntut pembatalannya oleh pibak vang berkepentingan, secara tegas
oleh pihsk yang belum mencapal usia dewasa. Arti kata dibantu dalam hubungan
tersebut adalah mendampingi dan tidak mewakili, schingga bantuan terscbut dapat
diberikan secara tertulis. Dalam hal pthak-pihak yang wajib memberikan baniuan,
pada kenyatsannya tidak memberikan atau tidak bersedia untuk memberikan
bantuan walaupun pibak-pihak {ersebut mengizinkan untuk  dilangsungkan
perkawinan, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan akan tetapy tanpa
perjanjjan  perkawinan, dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan
berlangsung denpan barta campuran bulat. Dengan demikian pada asasnya syarat
untuk membuat perjanjian perkawinan adaleh sama dengan syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan, schingga bagi pihak-pihak yang masib & bawah
umur, maka calon suami dan calon istrl memerlukan bantuan dad orang-orsng
yang wajib memberikan bantuan atau yang wajib memberikan izin untuk
melangsungkan perkawinan, oleh karena mereka yang belum cukup vmur pada
hakekatnya tidak cakap untuk melekekan perbuatan hukum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan yang dapat membuat perjanjian
perkawinan adalah mereka yang memenubd syarat untuk menikah pada wakty
perjaniian perkawinan tersebut dibuat, dengan syarat bagi calon suami dan calon
istri yang belum berusia 21 {dua puluh satu} tahun atau belum dewasa dan yang
berada di hawah pengampuan, harus dibante oleh wercka vang dibutuhkan
izinnya untuk dapat melangsungkan perkawinan {Disampaikan oleh Liza
Priandhini pada Kuliah Pembuatan Alta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal
12 September 2008, di Depok).

Pibid., bl 166-168.
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2.1.4. Isi, Bentuk dan Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Dalam ilmu hukum, mengenat isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian

perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian ahli hukum meagemukakan pendapat bahwa perjanjian perkawinan

3.

dapat memuat mengenai hal-hal apa saja yang berhubungan dengan hak dan
kewsiiban suami dan istri maupun mengenat hal-hal vang menyangkut harta
benda perkawinan, sedangkan mengenai  batasan-batasan yang  dapat
diperjanjikan dalam perjanjien perkawinan, merupakan tugas Hakim untuk
memeriksa. Pendapat ini didasarkan pada pola pengaturan mengenal
perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut, perjanjian
perkawinan mendapat pengsturan dalam Bab V Pasal 29, vang mendahului
pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri veng terdapat dalam
Bab VI, dan pengaturan mengenal harta benda perkawinan yang terdapat
dalam Bab VIi.

R. Sardjoneo, mengemukakan pendapatnya, babwa sepanjang tidak diatur
dalam peraturan perundang-vndangan dan tidak dapat diberi penafsiran lain,
maka akan lebih baik apabila ditafsitkan perjanjian perkawinan hanya
meliputi hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban di bidang hukom
kekayaan. Pendapat ini didasarkan pada pola sistematika yang terdapat dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apa vang diatur dalam kodifikasi
tersebut dengan berpsgang pada Pasal 139 jo. Pasal 119 Kilab Undang-undang
Hukum Perdata. Keleluasasn suami dan istti dalam menentukan bak dan
kewajiban menimbulkan  kekhawatian  akan  dapat  mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan dapat merupakan peluang bagi suami dan isti
dalam menentukan hak dan kewajiban secara leluasa atau bebas, sedangkan
asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum keluarga tidak dapat
diterapkan. Selain ifu juga menimbulkan kekhawatiran hak dan kewajiban
suami dan isti menjadi terlalu longgar untuk dapat diperjanjikan dalam
perjanjian perkawinan,

Numazly Soetarno, mengemukakan pendapainyas bahwa perjanjian
perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang menyangkut hak dan
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kowaijiban di bidang hukum kekayaan dan hal tersebut hanya menyangkut
mengenai harta vang benar-benar merupakan harta pribadi seami dan istr,
yaog dibmws ke dalam perkawinan, sedangkan mengenai harfa bersama,
Undang-undang tidak rmenentukan secara tegas bahwa hal tersebut dapat
diperjanjikan di dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
. Perkawinan, maka menurut belian hal fersebut juga tidak dapat diperjaniikan
dalam petjanjian perkawinan. Demikian pula harta vang bukan milik pribadi
dari suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan, maka tidak dapat
diperjanjikan karepa haria tersebut dapat sala merupakan harta pusaka yang
merupakan harta kekayaan vang dimiliki oleh kiannya.®
4, Wahyono Darmabrata, mengemukakan pendapatnya, bahwa apabila tidak
ditafsirkan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, sebhaiknya perjaniian perkawinan hanya dimungkinkan mengenai
hal-hal yang menyangkut pengaturan mengenat harta kekayaan perkawinan.‘”
Mengenai bentuk perjaniian perkawinan, memurut Pasal 147 Kitab Undang-
nndang Hukum Perdata, perjanjlan perkawinan harus dibuat dalam bentuk akia
otentik  vang dibuat dibadapan seorang Notaris sebelum  perkawinan
dilangsungkan. Apabila tidak dilakukan seperti demikian, meka perjanjian
perkawinan tersebut batal demi hukum, sehingpga menimbulkan akibat dalam
perkawinan tersebut dianggap (erdapat persatuan harta perkawinan antara suami
dan istri. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan tersebut masih dapat
dilakukan oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan,
akan tetapi perubahan tersebut harug dilakukan dengan akia otentik yang dibuat
dibadapan seorang Notaris pula dan pihak-pihak yang dahulu ikut serta scbagai
pihak dalam mewujudkan perjanjian perkawinan tersebut harus ditkutsertakan
lagi. Apabila pihak-pihak tersebut tidak menyukai perubahan tersebut, maka peru-
bahan tidak dapat dilaksanakan™ Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tontang Perkawinan, hanya disebutkan pegjanjian

“Darmubrata dan Sjarif, op. ¢ir,, him. 80-81.
“Dacmabrata (2), op. oit., kim, 84,

Ppeawirobamidicio dan Saficedin, op. it him. 81,
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perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, iidak ditentukan harus dengan akta
otentik atau akta di bawah tangan, akan tetapi menurut beberapa ahli hukum,
yakni Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, sebaiknya perjanjian
perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik schingga akan lebih menjamin
kepastian hukum dan pthak ketiga mengetahui tentang perjanjian perkawinan
tersebut. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan
berlangsung dapat dilakukan sepanjang suami dan istri menghendaki yakni
dengan memberikan persetujuan dan perubahan tersebut tidak merugikan
kepentingan pihak ketiga.*’

Mengenai masa berlakunya perjanjian perkawinan, menurut Pasal 147 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, peganjian perkawinan mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditentukan waktu yang lain. Maksud
dari adanya ketentuan ini adalah supaya selama perkawinan hanya dimungkinkan
berlaku satu keadaan saja mengenai harta benda perkawinan suami dan istri. Saat
mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh dibuat suvatu janji
atau syarat kefentuan mengenai kapan mulai berlakunya suatu perjanjian
perkawinan, begitu pula dengan saat berakhirnya perjanjian perkawinan tidak
boleh ditentukan suatu janji mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 152 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak
ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang perlu
didaftarkan adalah singkatannya (ikhtisarnya) saja.44 Selama belum didaftarkan,
maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut dilangsungkan dengan
persatuan harta perkawinan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu hal yang
mutlak, karena apabila pihak ketiga mengetahui bahwa suami dan istri tersebut
melangsungkan perkawinan dengan perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga
tersebut tidak boleh menganggap bahwa perkawinan tersebut berlangsung dengan
persatuan harta perkawinan. Apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa
sebenarnya ferdapat perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan tersebut
tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami dan istri

tersebut melangsungkan perkawinan dengan persatuan harta perkawinan. Dengan

“*Darmabrata dan Sjarif, op. ¢it., hlm. 72-76.

“Prawirohamidjojo dan Safioedin, op. cit., him. 82.
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demikian pendafiaran tersebut bukan merupakan suatu kewajiban mutlak, akan
tetapi pada sisi lain pendaftaran tersebut memberikan kesempatan kepada suami
dan istri untuk mengikat pihak ketiga terhadap apa yang didaftarkan. Pihak ketiga
yang mengetabul bahwa terdapat perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan,
maka tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak ada.
Pendaftaran harus telah dilakukan pada saat pihak ketiga berhubungan dengan
suami dan isiri. Apabila pendaftaran baru dilakukan setelab pihak ketiga
berhiubungan dengan suami dan istri, maka suami dan st tidak dapat meletakkan
pihak ketiga dalam suatu posisi yang tidek menguntungkan. Pihak mana yang
mengadakan hubungan hukum sesudab pendaftaran, maka terikatlab para pihak
tersebut kepada perianjtan perkawinan yang teleh dideftarkan. Dalam bal
kedudukan pihak ketiga scbagal seorang kreditur sebelum  perkawinan
berlangsung, maka selama peganjian perkawinan fersebut belum didaftarkan
maka suami dan istri tersebut dapat diangpap melangsungkan perkawinan dengan
persatuan harta perkawivan, akan tetapi apabila perjanjian perkawinan terscbut
telah didaftarkan, maka tidak dspatlab kreditur meminta supava perjanjian
perkawinan tersebut diperiakukan dengan persatvan bharta perkawinan kecusli
kalag sebelum didaftarkan telah diambil langkah-dangkah untuk dilakakan
eksekusi,” Perjanjian perkawinan tidak akan berdaku jika tidak ditkuti dengan
perkawinan {Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kulizh Pembuatan Akta
Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok). Sama
halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut Pasal 29 Undang-
undang Nomor | Tzhun 1974 tentang Perkawinan, perjaniian perkawinan mulai
berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan bagi pihak ketiga, peganjian
perkawinan juga berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, sama seperti
berlakunya perjanjian perkawinan terhadap suami dan istri. *

2.1.5. Byarat-Syarat dan Larangan Dalam Perjanjian Perkawioan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membuat pedanjian
perkawinan adalah sebagai berikut;

SIbid., im, £2-84,

Bryarmabrata dan Sjanif, op. ¢i7, him. 74 -75.
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1. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan
dilangsungkan oleh mereka yang membuat perjanjian itu.
2. Perianjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua biclah pihak

calon suzami dan calon istrl,

Lal

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis.

4, Perjanjian perkawinan haros disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan ito.

5. Perjanfian perkawinan {erscbut tidak boleh bertentangan dengan hukum
agama, kesusilean, dan ketertiban umum.

6. Perjanjtan perkawinan harus dibuat oleh orang yang telah dewasa, apabila
dibuat oleh orang yang belum dewasa, maka harus dibantu oleh kedua onang
tua atau wakil, dalam hal i diartikan telah memenvhi syarat bagi calon
mempelai untek melangsungkan perkawinan, meke mereka harus dibantu oleh
kedud orang tua atau wakilnya.

7. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,

8. Perjanjian pericawinan berlaku bagi pihak ketiga hanya sepanjang pibak ketiga
tersebut tersangkut dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,

9. Perjanmjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung,
kecuali bila kedua belah pihak memberikan persetujuan untuk merubah dan
perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga,*’

Pada asasnya ecalon suamt dan calon istr bebas mntuk menentukan hak dan
kewajiban yang berkaitan dengan harla kekayaan perkawinan dalam suatu
perjanjian perkawinan. Segala perjanjian yvang dibuat, yang mercka anggap pantas
dan beckaitan dengan harta benda perkawinan suami dan istri yang bersangkutan
adalah mengikat mereka. Dalam pegjanjian perkawinan yang diperjangikan adalah
hak dan kewajiban suami dan istri yang berkenaan dengan pengaturan harta benda
perkawinan seclama perkawinan berlangsung. Walaupun suami dan istri bebas
untuk menentukan isi dan suatn peganjian perkawinan, akan tefapi Undang-
undang mencnfukan batasan atau lerengan dalam mengedakan perjanjian
perkawinan tersebul, misalnya dilarang mengadakan perjaniian perkawinan yang
isinya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, Hal-hal lain yang

Y bid., him. 81-82.
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merupakan batasan atau larangan dalam mengadakan perjaniian perkawinan

adalal sebagail berikut:

N

Dilarang mengadakan perjanilan perkawinan vang isinys bahwa istd
melepaskan haknys untuk menonfut perpisahan mejs dan tempat tidur,
menuntut percerafan, atau menuntut permisahan harta kekayaan,

Dilarang mengadakan peranjian perkawinan vang isinya mengurang
kekuasaan suami atau istri.

Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinys menyimpang dari
ketentuan-ketentuans mengenai kekoasaan orang tua, misalnyz  dalam
perjanjian perkawinan ditentukan bahwa istrifab yang menjalankan kekuasaan
orang fua, maka perjaniian perkawinan demikian tidaklah diizinkan.

Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi hak
suami sebagai kepala rumah tangga,

Istri berhak untuk miengadakan pedanjian perkawisan yang menjamin steu
memben pada istri kewenangan untuk mengnrus harta baik benda bergerak
manopun benda lidak bergerak yang menjadi miliknya dan hak mengurus
segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak wntek mengurus
tidak termasuk hak uwntuk memindahtangankan, oleh karena ifu isti harus
mendapat izin dari suami.

Istri dapat memperjanjikan bahwa segala benda bergerak atau dampak atas
namanyz yang dibawa ke dalam perkawingn tidak dijnal atag dibebani tanpa
persetujuannya.

Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan
ketentuan yang diadakan oleh Updang-undang wntuk melindungt hak suamd
atau istri yang mesih hidup, misalnya hak untuk menjadi wali dalam ha! salgh
satu pihak meninggal lebih duly, hal tersebut tidak boleh diperjanjikan karena
bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tersebut.

Dilarang ontuk mengadekan perjanjian perkawinan yang berfujuan unfuk
melepaskan hak seseorang dari galah seorang suami atau istri ftu atas harta
peminggalan anak-anak keturonan mercka.

Dilarang untuk mengadakan pegjanjian perkawinan vang tujuannya untuk
mengatur barta peninggalan keturunan dari suami dan istri tersebut.
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10, Dilarang mengadaken perjanjian perkawinan yang isinya menyatakan bahwa

salah seorang skan memikul heban lebih berat mengenai kewajiban untuk

membayar pelunasar hutang suami dan istri.

11, Dilerang uniuk mengadakan perjanjian perkawinan yang berfujuan untuk

mengatur harta kekayaan menurut ketentuan perundang-undangan negara lain,

menurut kekuasaan atsu Undang-undang vang berlakoe sebelum berlakunya
Kitab Undang-undang Hukem Perdata.

12. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengatur

bahwa istri melepaskan haknya atas harta kekayaan bersama.®

2.1.6. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut

Undang-undang, vang dikelompokkan menjadi 5 {lima) macam, yaitu:

a.
b.

3

Perjanjian perkawinan di Tuar persckutuan harta bends;

Perjanjian perkawinan persekutuan hasi! dan pendepatan;

Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi;

Perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat;

Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan (Pasal 140 ayat
(2} Kiab Undang-undang Hukur Perdata} (terdapat hibah);

2. Perjanjian perkawinan dimana terdapat persekutvan harta benda menurut

Undang-undang, tetapi oleh istri dikehendaki adanya penyimpangan, yang

dikelompokkan menjadi 2 {(dus) macam, yaitw

8.

Peganiian perkawinan dengan dipeanjikan Pasal 140 avat (2) Kiab
Undang-undang Hukum Perdata;
Perjanjian perkawinan dengan diperanjikan Pasal 140 ayat (3) Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

{Disampaikan olch Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan
Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

®Darmabrata (1}, ap ¢, him. 170-172,
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2.1.6.1. Perjanjian Perkawinan Di Luar Persekutuar Harta Benda

Mendapat pengaturan dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam perjangian perkawinan ini, diantara suami dan st

diperianjikan tidak terdapat persekutuan harta benda sama sekali, Dengan

demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang-

undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan

pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan,

Inti dari pecianjian perkawinan 4i luar persekutuan harta benda adalah sebagai
berikut:

I.
2.
3.

Tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga;

Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing;

Istri berhak mengurs hartanya sendirl seria bebas memungut hasilnya,
tidak memetlukan bantuan dari suaminya;

Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing;

Biaya rumah tangga dan lain-lain termasuk pendidikan anak menjadi
tanggungan suami;

Perabot rumah tangpa dan {ain-lain menjadi milik pihak istri;

Pakaian, perhiasan, buky, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan
pendidikan aftau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang
dianggap menggunakan barang fu;

Barang bergerak lainnya vang karena hibah, warisan atau jalan lain selama
perkawinan jatoh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal

usulnya,

{Disampaikan oleh Liza Priendhind pada Kulizh Pembuatan Akia Perorangan dan
Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).
Dalam perjanjian perkawinan ini dapat pula istri memperjanjikan agar hak

pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apsbila tidak

diperjanjtkan demikian, maka suami mempunyai kekuassan untuk mengurus harta

perkawinan. Berkaitan dengan penyelenggaraan rumah fangga dan pendidikan

anak, dapat pula diperjanjikan suami dan isti mengajukan jumlab vang yang

harus disumbangkan olch masing—masing untuk keperiuan tersebut, Apabila tidak
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diperjanjikan demikian, maka segala penghasilan dari harta kekayaan masing-
masing, termasuk barta kekaysan istri dapat dipergunakan oleh suami untuk
keperluan rumah tangpa dan pendidikan anak (Pasal 145 dan Pasal 146 Kitab
Urndang-undang Hukum perdata).”

2.1.6.2. Perjanjian Perkawinan Persckuiuan Hasil Dan Pendapatan
Mendapat pengaturan dalam Pasal 164 Kitab Undang-undang Hokum
Perdata, Dalam perjanjiac perkawinan ini, diantara svami dan istri diperjanjikan
gdanya persekutuan basil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta
menurut Undang-undang tidak ada. Dalam penanjian perkawinan inl hanya
unteng yang dibagi, apabila mengalami kerugian, maka istri banya turut memikul
sampai bagiannya dalam keuntungan, sedangkan terhadap kerugian selebihnya
istri tidak dapat dituntut (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah
Pembuatan Akia Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di
Depok].
Inti dari perjanjian perkawinan persckutuan hasil dan pendapatan adalah
sehagai berikut:
1. Terdapat persekutuan hasil dan pendapatan;
2. Apa yang dimaksud dengan keuatungan;
3. Apa vang termasuk bebarn;
4. Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah oilai
harta yang sebeparnys, fidak termasuk persekutoan;
5. Apsabila svatu barang yang dibawa dalam atan diperoleh sclama
perkawinan oleh salah seorang suansd dan istri fidak ada lags;
6. Istri  dapat mengurus hartanya sendir, iz akan menyerahkan
penghasilannya kepada suaminya;
7. Pakaian dan perhiasan pada seat perkawinan berakhir;
8. Daftar barang yang dibowa masing-masing dalam perkawinan
{Disampaikan oleh Liza Pdandhini pada Kuliah Pembuatan Akta
Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

“rarmabrata {1}, op. cit., him. 180-181,
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Dalam perjanjian perkawinan ini juga dapat diperjanjikan antara suami dan
istri hal-hal yaog terdapat dalam Pasal 145 dan Pasal 146 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata scbagaimana telah divratkan di atas.*®

2.1.6.3. Perjanjian Perkawinan Persekutuan Untung Dan Rugi

Mendupat pengaturan dalam Pasal 155 - Pasal 165 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya diperjanjikan adanya
persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang-
undang tidsk ada (Disampaikan oleh Liza Proandhini pada Kuliah Pembuatan
Akta Perorangan dan Keluarga, pada tangpal 12 September 2008, di Depok).

Pokok pikiran dari persekutuan uniung dan rugi ind adalah bahwa masing-
masing pihak ietap akan memiliki barang bawaannya beserta barang-barang vang
jatuh padanya secara percuma selama perkawinan (karena hadiah atau warisan),
sedangkan semua penghasilan dani tenags atau niodal selama perkawinan akan
menjadi kekayaan bersama, begitu juga terhadap kerugian atau biaya-biaya vang
telah mercka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.””

Menurut Pasai 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdats, ketiadgan suatu
persatuan harta kekayaan meonurut Undang-undang, tidak beradi tidak adanya
persatuan untung dan rugi, kecuali apabila hal tersebut dengan tegas diffadakan.
Dengan demikian apabila dalam perjanjien perkawinan hanya dikatakan “ndak
ada persekutuan harta®, maka hal fersebut berarti tidak ada persekutuan untung
dan rugi,

Perselatuan untung dan rugi dapat terjadi karena 2 {dua) hal, yaitu:

1. Apabila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian perkawinan,

2. Apsbila dalam suatu perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta
benda tidak secara tegas dikecualikan untung dan rugl.

Datam perfanjian perkawinan ini, suami dan istri tetap sebagal pemilik dari
barang bawaan masing-masing den juga barang-barang vang dipercleh selama
perkawinan, tetapi barang-barang milik istei diurus oleh suami sebagai kepala

*armabrata {1, ep. ¢it,, him, 179,

SSubelktt {2}, op. ait., him. 39-40.
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rumzh tangga, kecuali diadakan perianjian yang menyimpang (Pasal 140 ayat (3}
Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam perianjian perkawinan ini, terdapat 3 (tiga) budel, yaitu:

1. Harta suami pribadi (sampai dirmans batas suvami terhadap harta suvami
pribadi);

2. Harta istri pribadi (sampat dimana batas istri terhadap harta istri pribadi);

3. Harta persekutuan, yaitu laba dan rugi dari harta tersebut,

Menuorut Pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suami dan istri
mendapatkan keuntungan persatuan dan memikul kerugiannya masing-masing Y2
{satu per dua) bagian, kecuall ditentukan lain (tetapi dengan mengingat Pasal 142
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak diperbolehkan memikul suaiu bagian
kerugian vang lebih besar dari bagiannya dalam keuntungan),

Keuntungan adalah sctiap pertambahan harta kekayaan suami dan st
sepanjang perkawinan, kecuali Undang-undang menetapkan lain (Pasal 157 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata) (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah
Pembuatan Akia Perorangan dan Keluarga, pada tangsal 12 September 2008, di
Depok). Termasuk keuntungan adalah penambaban dari harta benda yang
disebabkan karena hasil masing-masing pihak dan segala sesuatu yang merapakan
hasil dari tenaganya sendiri. Tidak termasuk keuntungan adalah penambghan dari
harta kekaysan masing-roasing, yang disebabkan karena warisan, hibah, dengan
tidak memperdulikan dari siapa hibah dan warisan it diperoleh, naiknya harga
barang yang menjadi milik suvami dan st yang bersangkutan, den penambahan
hariz kekayaan yang merupakan benda tidak bergerak karcna aanwas
{penambahan luas tenah yang disebabkan karena alam, misalnya terjadi pada
tanah dipinggir sungal vang bertambah Juas karena lumpur, yang lama kelamaan
dapatlah dimanfantkan olch pemilik tanah).™ Mengenai nasib baik atau sccara
kebetulan, belum ditentukan apakah termasuk dalam pengertian keuntungan atau
tidak. Dengan demikian agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi, maka
dalam pasal-pasal yang akan menjadi vraian dalam perjanjian perkawinan ini

ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan keuntungan (Disampaikan oleh Liza

2 Darmabeata {13, op. off., blm. 175-176.
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Priandbini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Kelearga, pada tanggal
12 September 2008, dt Depok).
Kerugian adalah setiap pengurangan harta kekayaan yang disebabkan karena

terdapat pengeluaran vang melampaui pendapatan {Pasal 157 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata).* Termasuk kerugian adalah segala utang suami dan istri

bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, tidak termasuk didalamnya apa yang

karena kejahatan harns dirampas darl salsh seorang mereka (Pasal 163 Kitab
TUndang-undang Hukum Perdata). Tidak termasuk kerugian adalab sebagai
berikut:

i.

3

Berkurangnya nilal barang yang menjadi milik masing-masing suami dan
istri (Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata};

Berkurangnya nilai barang-barang karena kebakaran, banjir, atau karena
sebab lainnya tidak dibitung sebagal kerugian melainkan schagai kerugian
dari masing-masing pemilik vang barang-barangnya rusak atau merjadi
kurang (Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
Pengeluaran-pengeluaran oleh salah satu pihak.>*

Inti dari perianjian perkawinan persckutuan untung dan rugs adalah sebagal
berikut:

L
2.

Terdapat persekutuan untung dan rugi;

Mengenal pengeluaran rumah tangga pendidikan anak, dan beban lain
dalam pericawinan;

Apa saja vang termasuk dalam keuntungan;

Apa saja yang termasuk kerugtan;

Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai
harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan;

Apebila terdapat barang yang dibawa atau dipeolch selama perkawinan,
tetapi tidak ada lagi pada saat perkawinan bubar;

Pengurusan harta istri oleh suami, dapat dilakukan apabila:

a. Terdapat barang pribadi istri yang tidak ada lagi;

Bibid,

Hrsarmabrata (1), ap. oit., Alm, {76,
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b. Terdapat barang istri yang dijual dan hasilnya untuk membayar
pengeluaran keperiyan persekutuan;
¢. Pengurusan tersebui tidak dilakukan dengan baik.

8. Mengenai pakaian dan perhiasan badan;

9. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami
dan istri karena warisan, legaat, hibah harus temyata di dalam tulisan atau
surat-surat lain, apabila tidek {erdapat penjelasan, maka spami tidak
berhak mengambil sebagal miltknya dan istri dapat membukiikan dengan
segala cars bahwa barang tersebut adalah milik istri. Apabila tidak
terdapat bukii lain, maka barang tersebut harus dibagi rata;

10. Apabila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan, maka keuntungan
atau kerugian masuk harta persatuan;

11, Mengenai daftar dan nilai barsng yang dibawa masing-masing dan kapan
rencana perkawinan akan diadakan.

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akia Perorangan dan
Keloarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depokl.

2.1.6.4. Perjanjian Perkawinan Di Luar Persekutuan Dengan Bersyarat

Dalam perjaniian perkawinan ini, yang dipetjaniikan adalah apabila suami
hidup lebih lama dad isth, meka tidak 2dz persekutuan dalam bentuk apapun,
tetapi apabila istri yang hidup lebih lama dan suami, maka terdapat persekutuan
hasii dan pendapatan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan
Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal [2 September 2008, di Dapck).

Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat adalah

sehbagai berilat:

1. Apabila suami hidup lebih lama den istri, maka fidak ada persekutuan
dalam bentuk apapun jugs, tetapi apabila istri hidup lebih lama dari suami,
maka terdapat persekutuan hasil dan pendapatan;

2. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang swami
dan istri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata di dalam tulisan atau
surat-surat [ain, apabila tidak terdapat penjelasan, maka suami tidak
berhak mengambil sebagai milikaya dan istd dapat membuktikan denpan
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segala cara bahwa barang lersebul adalah milik istri. Apabila tidak
terdapat bukti lain, maka barang tersebut harus dibagi rate;

3. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan
pendidikan atau pekeriaan masing-masing adaldh milik pihak yang
dianggap menggunakan barang itu;

4. Mengena: daftar dan nilat barang yang dibawa masing-masing dan kapan
rencana perkawinan akan diadakan

{Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kulish Pembuatan Akta Perorangan dan
Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.1.8.5. Perjanjian Perkawinan Persatuan Harta Teiapi Diperjanjikan Pasal
148 ayat {2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terdapat
Hihuah)

Dalam petjanjian perkawinan ini, walaupun telah berlaku persekutuan harta
menurut Undang-undang, tetapl apabila istri selama perkawinan mendapat harta
vang menurut keterangan pemberi hibah akan jaituh di loar persekutuan harta
benda yang akan tegadi karena perkawinan, maky isiri berhak unfuk mengurus
sendiri harta tersebut dan aken bebas memungut hasilnyva, dan pemberi hibah
harus hadir {(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kulish Pembuatan Akis
Perorangan dan Kelvarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

Inti daxi perjaniian perkawinan persatuan harta tetapi dipeganjikan Pasal 140
ayat (2} Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terdapat hibah) adalah sebagai
berikut:

i. Pernyataan mengenal walaupun telah berlaku persckutuan harta menurut
Undang-undang, tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta
yang menurut Keterangan pemberi hibah akan jatuh di luar persekutuan
harta benda yang akan terjadi karena perkawinan, maka istri berhak untuk
mengurus sendint harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya;

2. Pemberi hibah menerangkan objek hibah vang akan diberikan kepada
pihak istri;

3. Ketentuan bahwa objek hibah tidak jatuh dalam persekutuan hacds yang

terjadi karena perkawinan dan apabila perkawinan tersebut bubar, dan
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pthak istri menikah lagi, maka objek hibah tersebut tidak akan jatuh atau
masuk ke dalam persekutuan harta karena perkawinan vang kemudian;
4. Pemnyataan dan pihak istr1 menerima hibah tersebul.
{Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kulizh Pembuatan Akta Perorangan dan
Keluarga, pada tanggal 12 Sepiember 2008, di Depok).

2.1.6.6. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 140 ayat (2}
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pedanjian perkawinan int vang dapat diperjanyikan adalah bahwa istm
akan tetap mengurus harta bendanya sendit baik bergerak maupun tidak bergerak,
dan menikmatt sendiri segala pendapatan pribadinya. {(dalam hal inf hanya berupa
tindakan pengurusan, bukan tindakae kepemilikan) (Disampaikan oleh Liza
Priandhini pada Kaliah Pembuatan Akia Perorangan dan Keluarga, pada tanggal
12 September 2008, di Depok).

2.1.6.7. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal 148 ayvat (3}
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam perjanjian perkawinan imi yang dapat dipeganiikan adalah bahwa
barang-barang tidak bergerak, surat berharga, serta piutang atas nema yang
tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang
dimasukkan selama perkawinan, tidak boleh dibebani atan dipindahtangankan
oleh suami tanpa persetujuan istri. Dengan demikian walaupun terdapat persatuan
harta menurot Undang-undang, tetapi tanpa adanya persetujuan dari istri, suami
tidak dapat memindahtangankan atau membebani harta istri yang dimasukkan
dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan
{Disampaikan oleb Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan
Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok).

2.2. Perjanjian Perkawinan Yang Dapat Disahkan Oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia
Dalam sub bab imi penulis akan menguraikan mengenai perjanjian
perkawinan yang mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan,
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dalam hal ini Pepawai Pencatat Perkawipan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Siptl Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarla, yang disertai
juga dengan sahnya perjanjian perkawinan tersebut dan proses pencatatan
perianiian perkawinan pada Dines Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut.

2.2.1. Pengesahan Atau Peneatatan
Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyatakan bahwa:

(1} Pada waktu atau sebelum perkawingn dilangsuaghkan, kedua pihak atas
persefuiuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinys berlaku jugs
terhadagp pibak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”®

Dalam uraian Pasal 29 ayat (1) terscbut di atas, terdapat kalimat yang
menyatakan bahwa pegjanjian tertulis yang dibuat aleh calon snami dan calon istri
atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama sebelum atau pada wakin
perkawinan dilangsungkan memperoleh pengesashan dJari Pegawai Pencatat
Perkawinan. Kata pengesaban tesebut dapat diartikan balvwa Pegawai Pencatat
Perkawinan memenksa dan meneliti kembali apakah perjaniian tertulis terssbut
telah sesuai dengan hukum, keterfiban umum, dan kesusilaan atau tidak. Fekta
hukum vang penulis temukan dalam prakiek tidaklah demikian. Berdasarkan hasil
wawancara langsung penulis dengan Frik Polim Sinuraf, seorang Pegawai
Pencatat Perkawinan dari Dinas Kependudukan dass Catatan Sipil Provinsi Daersh
Khusus Iekota Jakarta, beliau menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan
pada [Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, tidak terkecuali pada setiap
Kantor Catatan Sipil yang beradz dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
terhadap perjanjian perkawinan tersebut tidaklah melskukan suatu pengesahan,
akan tetapl melakukan svatu pencatatan pada akta pencatatan sipil, vang terdini
dari register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena
Pegawat Pencatat Perkawinan hanya mencatatkan pegjanjian perkawinan tersebut,

maka proses pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan terscbut

Fndonssia (1), op. ¢it, Ps. 29 ayat (1).
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diserahkan pada Noftaris, selaku pihak yang membuat peganjian perkawinan
dalam bentuk akta otentik, karepa Notaris dianggap sebagail pihak yang paling
memahami dan mengertt mengenai seluk beluk pembuatan perjanjian perkawinan
yang sesuai dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga perfanjian
perkawinan tersebut menjadi sah di mata hukom. Deagan demikian Pegawai
Pencatat Perkawinan hanya menenima perjaniian perkawinan dalam bentuk akta
otentik bukan akia dibawah tengan, karena dalam bentuk akfa otentik dianggap
perianfian perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan
kesusilaan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.®®
Pernyatasn vang divngkapkan oleh Eric Polim Sinurat terscbut memperkuat

pendapat dart beberapa ahll hukum ysite diantaranya adalah Nurnazly Soetarno
dan Wahyono Darmabrafa, vang menyatakan babwa sebaiknya perjanjian
perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin kepastian
hukum dan supaya pihak ketiga mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan
tersebut karena isi dari perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga.’? Selain
Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, Salim HS juga berpendapat bahwa
perjanitan perkawinan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik vang dibuat
dihadapan Notaris, tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk keabsahan suatu perkawinan,
2. Unfuk mencegah perbuatan yang terpesa-gesa, oleh karena akibat dani

perkawinan tersebut vatok seumur hidup;
3. Demi kepastian hukum:
4. Sebagai alat bukil yang sah; dan
5. Mencegzh timbulnya penyelundupan hulaim,™®

Keharusan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik
tersebut tidak hanya dimintakan oleh Kantor Catatan Sipil, akan tetapi juga
diharuskan oleh Kantor Urusan Agama, hal tersebut diketahui oleh penulis
berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Fakhrurrozi, seorang Pepawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setiabudi Jakarta Selatan. Beliau

Hyvawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggel 6 Februari 2009, di Jakaria,
MDarmabrata dan Sjarif, op. it him. 3.

BHS, op. oit,, Rl 72-73,
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meuyatakan bahwa apabila terdapat perkawinan yang disertal dengan perjanjan
perkawinan, maks perjanjian perkawinan lersebut haruslah dalam bentuk akta
otentik yang dibuat oleh seorang Notaris, karena Pegawa: Pencatat Nikah hanya
mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam buku nikah suami dan istr
dirnana dalam buku nikah fersebut telah digediakan kolom isian khusus mengenai
ada atau tidaknya perjaniian perkawinan, tidak memernksa dan meneliti kembali
apakah telah sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Tanggung
jawab mengenai sah atan tidakaya suato perjanjias perkawinan menurut huium,
ketertiban wmum dan kesusilaan diserabkan kepada Notaris. Akta perjanjian
perkawinan  tersebut dilampirkan bersamaan dengan dokumen  persyaratan
perkawinan, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai, fotokopt
kartus Reluarga calon mempelat, surat pengantar dari RT/RW, dan persyaratan lain,
serta dafiar pemeriksaan nikah. Apabila calon isfri meminta adanya taklik talek,
maka sesudah akad nikah suami membaca (fidak wajib) dap menandatangani
taklik talak {pada lembaran fersendiri dan pada buku nikah). Pada saat perkawinan
tersebut dicatatkan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dicatatkan pada
buku nikah. Pesjanjian perkawinan yang telah dicatatkan berlaku sejak
perkawinan tersebut dilangsungkan ™

Pembahasan selanjutnya mengenal perjanjian perkawinan oleh penulis, akan
dilalcukan hanya terhadap perianjian perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan den Catatan Sipil Provinsi
Daerah Khusus Jbukoia Jakarta. Dalam hai judul bab, sub bab dan menjawab
pokok permasalahan pada bab ketiga peoulisan ini, penulis mengpunakan istilah
*disahkan” agar sesual dengan Undang-undang, akan teiapi untuk pembahasan
dan penguratan penulisan, agar lebih jelas dan tepat, penulis menggunakan istilah
"dicatatkan atau pencatatan™.

Pwawancara deogan Fakbrarroz, pada tanggal 4 Februari 2009, di Jakarta.
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2.2.2. Sahnya Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawencara langsung penulis dengan Notaris Lieke Liana-
devi Tukgali, belian menyatakan babwa untuk sahnya perjanjian perkawinan
tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.®’

Menwut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hulum Perdata, untuk syarat
sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 {(empat) syarat, yaitu:
1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suata perjaniian;
3, Mengenai suatu hal tertenty; dan
4. Suatu sebab yang halal &

2.2.2.1. Sepakat Mereka Untuk Mengikatkan Diri

Menurut Salim HS, kesepakatan adalah persesnaian pernyatasn kehendsk
antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih, ™ Kesepakatan atau kata
sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus
bersepakat, setuju atat seia dan sekata mengenai hal-hal pokok dari suatu
perjanjian yang diadakan, dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan. Apa vang
menjadi kehendak pibak yang satu, juga merupakan kehendak dari pihak yang
lain. Dengan demikian kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara
timbal balik.®

Dalam perjanjian perkawinan, unsur sepakat diantara calon suami dan calon
istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan sangatlah penting, karens apabila
dapat dibuktikan perjanjian perkawinan tersebut diadakan atas dasar kekhilafan,
paksaan, atau penipuan, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan
{Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

“'wawancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakaria,
“Igubekti (3), Hukum Perjanjion, cot. XIX, (Jakarta: Intermasa, 2002), him, 17.
%18, an cit, him. 162.

PGubekti {3), fox oit.
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2,2.2.2. Kecakapan Unfuk Membuat Suatu Perjanjian
Menurut Salim HS, kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan
hukum adalah perbuatan yang dapat menimbuikan akibat hukum. Orang-orang
vang akan mengadakan perjanjian, dalam hal ini pegjenjian perkawinan, haruglah
orang-orang vang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.®
Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada asasnya
setiap orang adeleh cakap untuk membuat suafn perjanjian, kecusli apabila
Undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cais:ap.ﬁs Setiap orang
yang sudah dewasa afau akilbaliq dan mempunyai pikiran yang sehat, adalah
sakap menorut hukum %
Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan orang-orang
yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian, yaity:
1. Orang-orang yang belum dewasa;
Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang
belum dewasa adalah mercka yang belum mencapai usiz gepap 21 {dua
puluh satu) tahun dan belum pemnah menikah®’ Dengan demikian yang
cakap membuat peganjian adalah mereka vang berusia genap 21 {(dua
puluh satu) tahun atau sudah menikab atau pernab menikah walaspun
belum genap 21 (dua puluh satu) fahun.
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
Menurut hukum orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat
berbuat bebas terhadap barta kekayaannys, orang-orang terscbut berada
dalamn pengawasan pengampuan, kedudukannys sama dengan seorang
anak yang belum dewasa. Seorang dewasa yang telah berada di bawah
pengampuan harus diwakili oleh pengampu stau kurator. Arti kata diwakili

1S, op. cit., him, 165.
8 Kitab Undang-Undang Hukvar Perdata [Burgeriiit Wethoek], op. cit., Ps. 1329.
SSubekt (3), loc 2it.

P itab Undung-Undang Hukunt Perdaia FBurgerlifk Wethoek}, op. cit,, Ps. 330,
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dalam hal inm1 adalah orang yang diwakili tidak membuat perjanjian itu
sendiri, tetapi yang tampil ke depan adalah wakilnya
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang,
dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang
mempunyai suami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan izin
(kuasa tertulis) atau bantuan dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata). Arti kata dibantu dalam hal ini adalah istri
bertindak sendiri hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang
membantunya dalam hal ini adalah suaminya akan tetapi bantuan tersebut
dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis. Dalam
perkembangannya saat ini, seorang istri yang funduk pada hukum perdata
barat dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan dari suaminya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3
Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963.5
Dalam menentukan sahnya suatu perjanjian perkawinan, unsur kecakapan
hukum yang telah diuraikan di atas dari kedua calon mempelai sangatlah
diperhatikan. Pada umumnya seseorang yang masih dibawah umur atau belum
genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri,
mereka harus diwakili oleh orang tua atau wali, akan tetapi dalam membuat
perjanjian perkawinan, oleh Undang-undang diadakan suatu pengecualian.
Seorang yang belum dewasa diperbolehkan bertindak sendiri akan tetapi ia harus
dibantu oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberikan izin untuk
dapat melangsungkan perkawinan.
Apabila pada saat membuat perjanjian perkawinan, salah satu pihak belum

mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-undang, maka perjanjian perkawinan

#3ubekti (3), op. cit., him. 17-19.
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tersebut menjadi tdak sah, walaupun perkawinannya sendiri, vyang akan
dilangsungkan adalah sah® Hal ini dapat terjadi karena batas usia untuk
melangsungkan perkawinan dan untuk membual suale perjanjian terdapat
perbedaan, Dalam Pasal 7 ayat (1} Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria yang
sudab mencapal usia genap 19 (sombilan belas) tahun dan wanita sixdah mencapal
usia genap 16 (enam belas) tzhun,™® sedangkan untuk membuat perjaniian
ditentukan bahwa pihak yang membual perfanjian harus telah mencapai usia
genap 21 {dua puluh satn} tahun atau sudah menikah atauv pemah menikah (Pasal
1330 jo. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Apabila dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan perkawinan
orang ta azy wali yang membantu terjadinya perjanjlan perkawinan tersebut
meninggal dunia, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal, sehingga
pembustan perjanjian perkawinan tersebut barus dinlangi dibadapan Notards, Hal
ini dapat texjadt karena orang yang seharusaya memberikan izin untok dapat
melangsungkan perkawinan sudah berganti, oleh karena itu sebaiknya peganjian
perkawinan dibuat apabila hari perkawinan sudah dekat.””

2.2.2.3. Svatu Hal Tertentu

Suatn Pejaniian harus mengenai suatu hal tertenty, artinya ape yang menjadi
objek dari perianjian 1t harus jelas, tertenty, dan spesifik, Jenis dan jumlah dapat
ditentukan. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdats, vang
dapat menjadi pokok dari suatu perjanjian hanya segala sesuatu yang dapat
diperdagangkan.” Apabila dihubungkan dengan perjanjian perkawinan, menurut
Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, yang menjadi objek perjanjian perkawinan
adaiah mengenai harta benda dant para pihak yang membuat perjanjian. Harta
benda dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, seria dapat diperdagangkan, Harta
benda yang menjadi obiek peranpan perkawinan adalsh harta benda yang

¥subekti (2), op. ciz, thn., 37-38.
Plndonesia (1), op. cit., Ps. 7 ayat (1).
fgubekti (3), op. ¢ir, him. 38,

B irgh Undang-Undang Hikem Perdate {Brrgerlijk Wethoek], ep. cit, Ps, 1332
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diperoleh para pihak selama perkawinan (harta bersama), sedangkan harta yany
diperolch para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan (harta bawaan) berada
dalam penguasaan masing-masing pihak, begitu juga terhadap harta benda yang
diperoleh para pihak, yang berasal dari hadiah atan warisan, selama tidak
ditentukan lain oleh para pihak (Pasal 35 Uadang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan). Beliau juga menyatakan bahwa selama berpraktek sebagat
seorang Notaris, objek dari suatu perjanjian perkawinan selain mengenai harta
benda juga mengenai nafkah vang harus ditangpunp suami terhadap istri dan
anak-anak, dan biaya pemelibaraan dan pendidikan anak-anak vang lahir das
perkawinan tersebut. Hal tersebut dapat pula difentukan jumlahnya schingga
menjadi suaty yang jelas dan spesifik. Hal inj sesual dengan Pasal 24 ayat (2}
huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomer | Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Dapat disimpulkan
yang memjadi hal tertentu dalam perjanitan perkawinan adalah mengenai hak dan
kewajiban di bidang hukum kekayaan, selain mengenai hal-hal yang telah
diuraikan diatas, tidak holeh diatwr dalam perjaniizn perkawinan.” Berbeda
dengan pendapat Eric Polim Sinurat, beliau menyatakan perjanjian perkawinan
dapat saja mengenai hal-hal selain harta benda, yaitu mengenai hak asuh anak
apabila terfadi perceraian diantara suami dan istri tersebut.” Menurut Notaris
Lieke Lianadevi Tukgali, hal tersebut fidakliah dapat dimungkinkan karena akan
menggangeu aspek hukum yang lain dan bukan termasvk lingkup hulkum
kekayaan, karena hak asub scorang anak tidakiah dapat diperdagangkan dan
ditentukan jenis dan jumishoya dan apabila hal tersebut tefap diperjanjikan,
dikhawatirkan perjanjlan perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena
bertentanpan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.”™ Pendapat dan Notaris
Lieke Lianadevi Tukgali tersebut diperkuat oleh pendapat dari R. Sardjono,

Bladonesia (2), Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor !
Tatmn 1974 Tentang FPerkenvinan, PP No 9, LN No, 12 sahun 1975, TLN No. 3650, Ps. 24 ayat
{23,

“Wawancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta,

PWawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.

"W awancara dengan Lieke Uianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta.

Universitas Indonesia
Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH Ul, 2009



44

Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, yang menyatakan bahwa perjanjian
perkawinan sebatknya hanya dapat memperjagjikan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan atau mengenai
harta benda perkawinan saja.”’ Penulis berpendapat bahwa sebaiknya mengenai
hal iertentu dalam perjanjian perkawinan adalah hal mengenai hak dan kewajiban
dalam bidang bhuloom kekayaan atau mengenat haria benda perkawinan, khususoya
mengenai harta benda dari suami dan istri selama perkawinan, karena apabila
tidak ditentukan demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian
hukum karena svami dan istd dapat dengan leluasa dan bebas menentukan hak
dan kewsjiban mereka dalam peganjisn perkawinan, hal tersebot dapat terjadi
karena tidok ada pembatasan yang jelas baik dalam sudut pandang hukum, agama,
maupun kesusilaan, oleh karenz iu alangkah baiknya apabila ditegaskan
pengaturan  mengenal isi dari peganjian perkawinen hanyaish mengenal
pengaturan harta benda selama perkawinan saja.

Dalam pembuatan pedanjian perkawinan, menorut  Suvhekt, perlu
diperhatikan adanya larangan-larangan vang telah ditentekan oleh Undang-
undang, vaitu diantaranya mengenai larangan unfuk mengbapuskan kekuasaan
suamni sebagal kepala di dalam perkawinan atau kekuvasaan sebagal ayah atan akan
menghilangkan hak seorang suami ataw istri yang ditinggal mati.” Mengenai hal-
hal yang dilarang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, telah diuraikan penulis
pada bagian 2.1.5 mengenai syarat-syaral dan larangan dalam perjanjian
perkawinan. Larangan-larangan tersebut Gdak boleh luput dari perhatian seorang
Notaris dalam proses pembuatan perfanjian perkawinan,

Z.2.2.4. Suatu Sebab Yang Haial
Kata sebab dalam kalimat suafu sebab yang halal berbubungan dengan ist
pedaniian, Dalam hal ind, 18l perjaniian tersebut tidak boleh bertentangan dengan

PDarmabrata dan Sjarif, op, ¢i7., him, §0-81.

BSubekti (2), op. cit., him. 39.
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Undang-undang, ketertiban ummum dan kesusilaan {Pasal 1337 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata).” Menurut Hoge Raad suatu sebab yang halal adalah
sebagal sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.™ Apabila dihubungkan dengan
perjantian perkawinan, maka tujuan dari pembuatan perjaniian perkawinan tidak
boleh bertentangan dengan hukum, keterfiban wmum, dan kesusilaan. Apabila
ferjadi pertentangan, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum.
Dapat disimpulkan dari Pasal 139 Kitab Undang-undang Huokum Perdata, bahwa
tojuan dars pembuatan suatu perjanjian perkawinan adalah kedua calon suami dan
calon istri dapat melskukan beberaps penyimpangan ferhadap ketentuan-
" ketentoan lentang persatuan harta kekayaan. Para pihak dalam pembuatan
perianian  perkewinan  fersebut  bebas menentukan bentuk hukum  yang
dikehendald atas harta kekavaan yang menjadi objeknya dan para pihak juga
bebas menentukan bahwa dalam perkawinan tidak akan terdapat persatuan haria
kekayaan atau ada persatuen harta kekayaan namun sifatnya terbatas asalkan
kesemuanya itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan

kesusilaan *

2.2.2.8. Syaraf Subjek#if Dan Syarat Objektif

Mengenai sepakat mereka untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian perkawinan merupakan syarat subjektif karena
menyangkut pihak-pibak yang mengadakan perjanjian perkawinan. Apabila syarat
subjektif ini tidak terpenuhi, maka petjanjian perkawinan tersebut dapat
dibatalkan, artinya bahwa salab satu pihak dapat mengajukan pembatalan kepada
Pengadilan, tetapi apabila para pthak tidak ada yang berkeberatan, maka
perjanjian perkawinan tersebut tetap dianggap sah®? Yang dapat meminta
pembatalan dalam hal pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut anzk yang
belum dewasa adalah anak itu sendin apabila ia sudah dewasa atau orang tuafwali.

Subekti (3), op. ¢it., hlm. 20,
NS, op. cif., him. 166,
* prawirchamidicio dan Safioedin, op. iz, hla. 76.

U8, loe. ot

Universilas indonesia
Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH Ul, 2009



46

Dajarn hal seorang yang berada di bawah pengampuan adalah pengampunyas.
Dalam hal seseorang yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas adalah
orang itu sendini. ¥

Mengenai suatu hal tertentu dan suaty sebab yang halal dalam membuat suatu
perjanjian perkawinan merupakan suatu syarat obiektif karena menyangkut objek
perjanjian, Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian
perkawinan tersebut batal demi hukum,® artinya dari semula tidak pernah ada
suatu perjanjian. Tujuan para pihak vang mengadakan perjanjian perkawinan
terschut gagal, dengan demikian tidak ada dasar univk saling menuntut di depan
Hakim.®

2.2.3. Proses Peneatatan Perjanjion Perkawinan

Setelah  perjanjian perkawinan dituangkan dalam akfa otentik yang dibuat
dihadapan seorang Notaris, maka proses selanjuinya adalah pencatatan perjaniian
perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor
Catatan Sipil dan supaya dapat dicatat harus ditkuti dengapn perkawinan.
Pencatatan perjanjian perkawinan tersebut difakukan oleh Kantor Catatan Sipil
dikarenakan penulis akan membahas permasalahan sehubungan dengan penelitian
penulis, yang mana para pihak yang bersangkutan melangsungkan perkawinannya
bukan menurt agama Islam, schingpa instansi yang berwenang melaksanakan
pencatatan adalah Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1875 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tabun 1974
tentang Perkawinan). Scbagaimana telah diuraikan diatas, Kantor Catatan Sipil
hanya menerima perjaniian perkawinan dalam bentuk akta ofentik, kemudian oleh
para pibak yang berkepentingan, yaitu calon suami dan calon istri, perjanjian
perkawinan yang telah dithangkan dalam bentuk akfa otentik tersebut, dibawa ke
Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan,

Beubekti (33, for ot
g, loe. cit.

ubekti 3), loc. cit.
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Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, akta perjanjian perkawinan yang
sering dibuat adalah akta perjantian perkawinan di juar persckutuan harta benda,
karena dalam jenis perjanjian perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta benda
apapun, bukan hanya menurut hukum, tetapi juga tidak ada percampuran untung
dan rugi, hasil dan pendapatan, serta percampuran dalam bentuk apapun secara
tegas Gdak ada™ sedangkan menurut Undang-undang, jenls perjanjian
perkawinan vang banyak digunskan adalah perjanjian perkawinan persekufuan
untung dan rugi dan perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan ¥
Mennrut Eric Polim Sinurat, macam perjanjian perkawinan yang sering beliau
terima adalah perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda.*® Dengan
demikian dapat disimpulkan, jenis perjanjian perkawinan yang sering atay banyak
digunakan adalah perjanjian perkawinan di luar persekutuan haorta benda.

Mepurut Eric Polim Sinural, proses pencatatan perjanjian perkawinan
dilakukan bersamaan dengan proses pencatatan perkawinan; Pada saat pencatatan
perkawinan, akia perjanjian perkawinan fersebut dilampirkan bersamaan dengan
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perkawinan.sg
Dengan demikian dalam gub bab ini penulis akan menguraikan proses pencatatan
perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang disertai dengan adanya pencatatan
peranjian perkawinan.

Menurut Pasal 34 ayat (1) - ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tzhun 2006
fentang Administrasi Kependudukan, apabila perkawisan yang ssh telah
dilaksanakan, yaitu perkawinan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana
di ternpat perkawinan itu dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil
mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta

perkawinan,

¥ awancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal 21 Februari 2009, di Jakarta,
*TSubekti (2), loc. cir.
#Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, d Jakarta,

¥Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Febrirari 2008, di Jakarta,

Akibat Hukum.... Imelda Julia, FH U1, 2009 Si¥ersitas indonesia
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Kemudian kutipan akta perkawinan tersebut diberkan kepada suami dan ist

masing-masing.™

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, register akia perkawinan memuat:

I

pe AR T i

8.

Jenis peristiwa penting, dalam bal ini peristiwa perkawirnan;
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan;
Nama orang vang melaksanakan perkawinan;

Nama dan identitas pelapor yang melaksanakan perkawinan;
Tempat dan tanggal perkawinan;

Nama dan identitas saksi perkawinan;

Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta perkawinan ; dan

Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Register akta perkawinan iersebut disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana,

dalam hal ini Kantor Catatan Sipil”' Scdangkan kutipan akta perkawinan memual
{Pasal £8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Administrasi
Kependudukan):

1.

A T

Jenis peristiwa penting, dalam hal ini peristiwa perkawinan;

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan;

MNama orang vang mielaksanakan perkawinaxn;

Tempat dan tanggal perkawingn,

Tempat dan tanggal dikeluarkannya akia perkawinan;

Nara dan tanda tangan pejabat yang berwenang,

Pernyataan kesesuaian kutipan akia perkawinan dengan data vang terdapat

dalam register akta perkawinan.”*

Apabila dalam pencatatan perkawinan lersebut disertai dengan pencatatan

perjanjian peckawinan, maka perihal peristiwa adanya perjanjian perkawinan
tersebut harus dicantumkan dalam register akta perkawinan dan kutipan akta

perkawinan.

*indonesia (3), Undang-Undang Tentong Adminisirasi Kependudukan, UU No.22, LN
Mo.124 tahon 2006, TEN No, 4674, Ps. 34 ayat {11 - (3).

" 1bid,, Ps. 67 ayal {3) — (4).

ZIbid,, 5. 68 ayat (2),
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Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undaang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, mengenai akta perkawinan, bahwa dalam akta perkawinan tersebut
remuat;

a. Nama, tanggal dan tempat lehir, agama/kepercayaan, pekerjazn, dan
termpat kediaman suami isten;

b. Nama, agamalkepercayaan, pckeriaan dan femipat kediaman orang tua
mereka;

¢ Izin sebagat dimaksed dalamn Pasal 6 ayat (2}, (3}, (4) dan (5) Undang-

undang;

Dispensasi schagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) Undang-undang;

Izin Pengendalian sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;

Persetujuan sebagal dimaksud dalam Pasal § ayat (1) Undang-undang;

izin dari Pejabat vang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGARB bagi

anggola Angkatan Berseniata;

Perianiian perkawinan apabils ada;

Nama, umur, sgama/kepercayaan, pekerjaan dan fempat kediaman para

saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;

§. Nama, umur, aganw/kepercayaan, pekegasan dan temgpat kediaman kuasa
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.”

A

Bahwa apabila memang perkawinan tersebut diserlal dengan adanya perjanjian
perkawinan, meks bal tersebut harus dicaphumkan dalam  register  akia
perkawinan. Pencantuman peristiwa perjanjjan perkawinan tersebut dalam register
akia perkawinan merupakan suatt hal vang baru  dilakukan  walaupun
pengaturannya bukanlah svatu hal yang baru. Pencantuman tersebut kurang lebih
baru difakukan sekitar tahun 2000 (dua ribu) ke atas, sedangkan sebelumnya
percantuman peristiwa perjanjian perkawinan dilakukan dengan menggunakan
catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan bukan
dicantumkan di dalam register dan kutipan akia perkawinan tersebut.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diater
dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Pasal 38 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).® '

udonesta (2), op. cit., Ps. 12

Madonesia (3% ap. cit., Pg. 38,
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Menurut Pasal €7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan  Pencatatan  Sipil,
pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau Unit Pelsksana
Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana,” vaity satuan keria di tingkat
kecamatan vang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan berwenang untuk
mencrbitkan akta serta mempunya tugas melakukan pelayanan catatan sipil
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 32
Peraturan Pemerintalt Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanasn Undang-
undang Nomor 23 Tahun 20606 tentang Administrasi Kependudukan).” Adapun
syarat-syarat vang harus dipepubi dalam pencatatan perkawinan yang disertai
dengan perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peratwran Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatan Sipil” jo. Pasal 23 ayat (2) Kepuiusan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
103 Tahun 2003 tentang Petunjuk Tekais Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta,”® adalah:

1. Surat keteranpan telzh terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau

pendels;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga svami dan istii

dengan menunjukkan aslinya;

3. Pas folo susrai dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat)

lembar;

4, Kutipan akia kelahiran suami dan istrt;

3. PFotokopi kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mercka

yang pernah kawin dengan membawa aslinya;

PIndonesia (43, Peraturan Presiden Tentung Persyaraton Dan Tata Cara Pendafiaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pepres No. 25, Lembaran Lapas 2008, Ps. 67 ayat (1).

*fndonesia {2), op. cit., Ps. 1 angka 24 jo. Pasal 32.

Tndenesia (4), op. cit,, Ps. 67 avat (2).

Y akarta (1}, Kepuusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipif Provingi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tentang Petunyjuk Teknis Peaksanaun Pendaftaran Pendudrk Dan

Pencatatan Sipit Di Provinsi Dacrah Khusus foukota Jokarta, SK Kepala Dings Kependudukan
Dan Catatan Sipil DK Jakarta No. 103 Tahun 2008, Lembaran Lepas 2005, Ps. 23 ayat {2).
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6. Bagi mempelai vang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada
Izin dari orangtus, apehbila pada saat pencatatan perkawinan orangluanya
berhalangan hadir, maka harus ada surat izin resmi yvang diketahui olch
pejabat yang berwenang;

7. Surat Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelat pria dibawah 21 {dua
puluh satu) tahun, apabila tidak mendapatkan persetujuan dasi ovang tua;

8. Surat Izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria dibawah [9
(sembilan belas) tahun dan wanita dibawah usia 16 (enam belas) tahun;

9. Surat Keputusan Pengadilan Negen yang telah mempunyai kekuatan
hukum tefap, bila ada sanppahan;

10. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari
10 (sepuiuh) hari seiak tanggal pengajuan permohonan;

11, Kutipan akta kelahiran anak yeng skan diakui/dissblan dalam perkawinan;

12. Hasil pengiunuman yang tidak ada sanggahan;

13, Saliman akta perjanjian harta terpisah perkawinan apabila kedua mempelai
menghendaki dan harus disabkan oleh Pegawat Pencaial pada Kantor
Catatan Sipil;

14, Bagi mereka yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun hanus ada
izin dari Balal Harta Peninggalan apabila orangtva meningga! dunia
dengan melampirkan akia kematian orangtuanya;

15, Bagi anggota ABRI surat Izin dari komandan;

16. Dua orang saksi yang memenuhi syarat;

17. Surat keterangan keterlambatan bila lebih dari 36 {tiga pulub) hari kerja,

Tata Cara Pencalatan Perkawinan yang disertat dengan pencatalan perjanjian

perkawinan herdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipﬂ?g jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelengparaan Pendaftaran Penduduk Dan

Pindonesia (4), op. cit., Ps. 67 ayat {3).
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Pencatatan Sipil Di Daerah huruf C angka 3 ' jo. Pasal 23 ayat (3) Keputusan
Kepala Dinas Kependodukan Dan Catatan Sipil Provinsi Dacrah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendafiaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus fbukota Jakarta ¥ 5o,
Surat Kepala Dinas Kependuduksn Dan Catatan Sipil Provinsi Daerab Khusus
Tbukota Jakarta Nomor 719/1.758,23 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pentingnya
Pencatatan Perkawinan alinea TV butir 1 dan 2,'® adalah sebagai berikut:
a. Pemohon
1. Mengisi dan  menandatangani  formulir permohonan  pencatatan
perkawinan  dan - formulir pelaporan perkawinan serta formulir
permohonan pelayanan yang disediakan di loket pelayanan dengan
mefampirkan persyaratan yang dibutubkan termasuk salinan akta
perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notans;
2. Menyerahkan berkas permohonan pencatatan perkawinan kepada
petugas loket pelayanan.
b, Petugas Loket Pelayanan
1. Menerima dan Meneliti kelengkapan persyaratan pada  berkes
permohonan pencatatan perkawinan;
2. Mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan;
3. Menvampaikan berkas permohonan pencaiatan perkawinan kepada
Kepala Scksi Perkawinan dan Perceraion,
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
1. Menerima, meneliti berkas permohonan pencatatan perkawinan;
2. Membubuhi paraf pads berkas permohonan pencatfatan perkawinan;
3. Menectapkan rewibusi sesual denpan ketentuan yang beriaku dan
menyampaikannya kepada Petugas Loket Pelayanan.

repactemen Dafam Negeri (1), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang
Petunjuk Tekaix Pedomon Penyelenggoroan Pendafiaran Penduduk Don Pencatatan Sipil Df
Dhaerok , Lampiran Peemen Dalame Negerd No, 28, tahun 2005, huruf C angls 3.

™ Jakarta (1), op. cit,, Ps. 23 ayat {3).
iakarta (2), Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusns

Tbukota Jakarta Tenmtung Pentingriya Pencatatan Perkawinan, Surat Kepala Dinas Kependugdukan
Dan Catatan Sipit DEKF Jakarta No. 719/1.755.23 tahun 2602, alinea IV hwir 1 - 2
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. Petugas Loket Pelayanan
Menecrima penctapan retribust dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

menyampaikannya kepada Pemohon;

. Pemohon

Membayar retribusi kepada petugas loket pembayaran;
Petugas Loket Pembavaran
1. Menerima pembayaran retribusi;
2. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesatu} dan ke-3
{ketiga) kepada pemechon.

. Pemohosn

Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-1 {(kesatu) dan ke-3 (ketiga) dan
menyampaikan tanda bukii pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada Petugas
Loket Pelayanan.
. Petugas Loket Pelayanan
L. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);
2. Membuat tandz ferima permohconan pencatatan perkawinan dan
menyampaikannya kepada Pemohon;
3. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketipga) kepada
Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.
Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
I. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);
2. Memproses berkas permohonan pencatatan perkawinan;
3. Melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4. Menyiapkan register akta perkawinan untuk ditandatangani mempelai
dan para saksi;
5. Menyampaikan akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas
permohonan pencatatan perkawinan kepada Kepala Subdis Bina
Pencatatan untuk diparafl
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Kepala Subdis Bina Pencatatan

Wenerima dan memberikan paraf pada akta, kutipan akia perkawinan, mutasi
dats, dan berkas permohonan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk ditandatangani.

k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

L

I. Menerima dan menandatangani akta, kulipar akta perkawinan, routasi
data, dan berkas permohonan pencatatan perkawinan;

2. Menyampaikan akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas
permohonan pencatatan perkawinan yang telah ditandatangani kepada
Kepala Subbagian Umum untuk distempel yang selanjotnya
diserahkan kepada Kepala Seks Perkawinan dan Perceraian,

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

{. Menerima akia dan kutipan ekia perkawinan, mutasi data, dan begkas
permohonan pencatatan perkawinan yvang telah ditandatangani;

2. Menyampaikan Kutipan Akta Perkawinan dan berkas permohonan ash
lainnya kepada Petugas 1.oket Pelayanan;

3. Menyampaikan register akta perkawinan dan berkas permohonan

kepada kepala Seks) Pemanfaatan dan Pemeliharaan register.

m. Petugas Loket Pelayanan

Menerima kutipan akis perkawinan beserta dokumen asli lainnya dao
menyampaikannva kepada Pemohon dengan surat bektl tanda terima.
Pemochon

Menerima kutipan akta perkawinan beserta dokumen asli.

Pasangan suami dan istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan
perkawinan kepada instansi pelaksana atau UPTD intansi pelaksana terapat
domisilinya.

UPTD instansi pelaksana menerima hasil pencetakan perubaban dats
kependudukan dari unit kefja yang mengelola pendaftaran penduduk dan
percatatan sipil di kabupaten stau kota dan mengirimnya ke dess atau
kelurahan,
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gq. Desa atau kelurahan wmenerima  hasil pencetakan perubaban  data
kependudukan dari UPTD instansi pelaksana dan mencatat perubahan data
kependudukan terschut,

Menurut Bric Polim Sinurat, salinan akia perjanjian perkawinan vang dibuat
dihadapan Notaris  dilaporkan  kepada Kantor Catatan  Sipil  dengan
melampirkannya bersamaan dengan dokumen persyaratan pencatatan perkawinan,
Salinan akta perianjian perkawinan iersebut dan persyaratan lainnya harug
dimasukkarn pada Kantor Catatan Sipil 14 {empat belas) han sebelum perkawinan
dilangsungkan, apabila kurang dan 14 {(empat belas) hari, maka diperlukan adanya
surat disponsasi. Pencatatan perianjian perkawinan dilakukan bersamaan dengan
pencatatan perkawinan,'”

Perjanjian perkawinan mulai berlakn sesuai dengan tanggal yang tertera pada
register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan atau sesuai dengan tanggal
vang tertera pada catatan pinggir register akta perkawinan dan kutipan akta
perkawinan. Apabila tanggal register dan kutipan akta perkawinan berbeds
dengan tanggal yang tertera pada cataian pinggir, maka perianiian perkawinan
mulai berlaku antara spami dan istri pada tanggal vang tertera dalam catatan
pinggir tersebut'™ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian
perkawinan mulal berlake pada saat perkawinan ditutup di depan pegawai
pencatatan sipil dan mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak han pendafaran di
Pengadilan Negeri di deemb hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Apabila
pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negen belum dilakukan, maka
pihak ketiga boleh menganggap babwa suami dan istn tersebut melangsungkan
perkawinan dengan persatuan harta benda. Perjanjian pedkawinan harus ditkuoti
langsung oleh perkawinan, apabila salah satu pithak telah melangsungkan
perkawinan iferlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian melangsungkan
perkawinannya dengan tunangannya yang lama, maka perjanjian perkawinan yang
telah dibuat tidak berlaku lagi.'®

O wawancara dengean Erie Polim Sinurat, pada tsegeal 6 Februari 2009, di Jakarta.
Wawaneara dengen Eicke Lianadevi Tukeali, pada tanggal 21 Februard 2009, di fakarta,

195 Subekti (2}, op. ¢iz, him. 3839
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Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, pendaltaran perjanitan perkawinan
ke Pengadilan Negeri bukanlah suatu keharusan lagi. Perjanjian Perkawinan
tersebut cukup dicatatkan di kantor catatan sipil, sehingpa perjaniian perkawinan
tersebut sudah berfake bagi pihak ketiga, apabila tidak dicatatkan, maka pihak
ketiga menganggap suami dan istri tersebut melangsungkan perkawinan dengan
percampuran harta benda. Apabila fetap didaftarkan di Pengadilan Negert boleh
saja dan kalaupun tidak didaflarkan di Pengadilan Negenri tidak akan terkena
sanksi apapun. Hal ini sejalan denpan prinsip dart Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinsn. Sebeparnys perianjian perkawinan {elah
mengikat kedua belah pibnk sejak akta pedanjian perkawinan  tersebut
ditandatangani oleh kedua belah pibak, saksi-saksi, dan Notaris, akan tetapi
karena gperjanjian  perkawinan tersebut baru  berlaku  sejak  perkawinan
dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan terscbut bare mengikat para pihak
manpun pihak ketiga yang tersangkut scjak perkawinan dilangsungkan. Pendapal
inf sejalan dengan pendapat dari Wahyono Darmabrata, yang roenyatakan bahwa
para pihak yang mengadakan pefacjian perkawinan tdak lerikat dengan
perianjian perkawinan yang mgereka buat sebelum mereke melangsungkan
perkawinan dan tidak terikat apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan
pihak lain; apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan pihak lain, maka
pmhak tersebut tidak berhak menuntut sesuatu sebagai pelaksanaan dari perjanjian
perkawinan tersebut dari pihak yang lain, ' Dengan demikian fungsi pencatatan
perjanjian perkawinan di Kantor Catatan Sipil danfatau pendafiaran perianiian
perkawinan di Pengadilan Negeri hanyalah sebagai publikasi bagi pibak ketiga,'™
Penulis sependapat dengan pernyataan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, bahwa
peganjian perkawinan cukup dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka
perjaniian tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Hal inl sangat membantu terhadap
efisienst waktu dan biaya terhadsp pemberlakukan perjanjian perkawinan bagi
pihak ketiga. Apabila pendafiaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri
masih diwajibkan, tentu saja akan memakan wakiu dan biaya yang lebih banyak

“Rfyarmabrata dan Sjarlf, ap. eit,, Wm. 83.

¥lywawancars dengan Lieke Lisnadevi Tukgali, pada tanggal 21 Rebruari 2009, di Jakarta.
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lagi, mengingat masalah-masalah yang ditampung di Pengadilan Negeri sudah
sangal banyak.

Dapat diambil kesimpulan oleh penulis, bahwa perjanjian perkawinan yang
dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia
adalah perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan diikuti langsung dengan perkawinan,
sehingga dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan terdapat 2
(dua) hal yang dicatatkan, yaitu pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian
perkawinan. Dengan demikian pencatatan perjanjian perkawinan bersamaan

dengan pencatatan perkawinan.

2.3. Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dapat Disahkan Oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian
perkawinan yang tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi
Warga Negara Indonesia yang disebabkan karena para pihak yang bersangkutan,
yaitu calon suami dan calon istri melangsungkan perkawinannya di luar wilayah
negara Indonesia.

Penulis masih menggunakan istilah “disahkan” bukan “dicatatkan”, karena
penulis menggunakan istilah dari Undang-undang bukan dari istilah praktek. Akan
tetapi sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya,
Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mengesahkan perjanjian perkawinan tetapi
mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam register akta perkawinan dan

kutipan akta perkawinan.

2.3.1. Kasus

Berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 9 Oktober 2008, nomor 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel, Irawan
Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 di negara Hong
Kong, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 3 November
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2006, sesuai  dengan Tanda Bukd Laporan Perkewinan Nomor
201/KHS/A191772605/2006 (lampiran 4). Sebelum perkawinan dilangsungkan,
frawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, telah sepakal untuk membuat dan
menandatangani akta pegjanjian perkawinan nomor 22, tanggal 13 Juli 2005 vang
dibuat dibadapan Edi Priyono, S8H., Notaris di Jakarta (selanjutniya disebut akia
perjanfian perkawinan). Oleh karena adanya kesibukan dan suatu hal, maka ketika
dilakukan pengecekan pada Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ternyata akia peganjian perkawinan tersebut tidak terdafiar pada Kantor Catatan
Sipil Dagrah Khusus [bukota Jakarta. Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman,
selatn mengajukan bukii surat juga mengajokan saksi-saksi, yaitu Ginarsih
{sckretaris dari Vivi Desvita Soeleiman) dan Ketut Sumarte (supir dari Irawan
Tjandra). Menurut saksi yang bernama Ginarsih, sebenamnya Irawan Tjandra dan
Vivi Desvita Soeleiman ingin mendaftarkan akta perjanjian perkawinan tersebut,
akan tetapi dikarenakan kesibukan dari kedua belah pihek, maka akta perjanjian
perkawinan tersebut belumn didaftarkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil.
Hal ini juga disampaikan oleh saksi yang bermama Ketut Sumarte, vang dalam
keterangannya menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut teriambat
dicatatkan oleh lrawan Tjandra dan Vivi Desvita Seeleiman dan dalam pembuatan
akta perangian perkawinan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun
fujuan diadakannya akta peganjian perkawinan tersebut adalab untuk menjaga
supaya harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing apabila terjadi

perceraian. %

Menurut Eric Polim Sinurat, Irawan Tiandra dan Vivi Desvita
Soeleiman ferlambat unink mencatatkan akta perjanjian perkawinan dalam
register yang tersedia di Kantor Catatan Sipil dikarenakan adanya perihal
perkawinan yang dilangsungkan di tuar wilayah Indonesia, dalam kasus ini di
negara Hong Kong, schingga ketika kembali ke Indonesia, hanya peristiwa
perkawinannya saja yang dilaporkan sedangkan zkts perjanjian perkawinannya
tidak, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur
demikian. Oleh karena perkawinannya dilangsungkan di lvar wilaysh negara

Indonesia dan negara dimana perkawinan tersebut dilangsongkan hanya

" pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomot
266/PdrPROGR/IPNIKT Sel., tanggal 9 Oktober 2008,
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mencatatkan perkawinannys saja tidak mencatatkan akta perjanjian perkawinan,
padahal pencatatan perkawinan dan pencatatan akia perjanjian perkawinan barus
dilakukan bersamaan supayae dalam register akta perkawinan dan kutipan akte
perkawinan dapat dicantumkan mengenai perihal adanya akta perjasjian
perkawinan, akan tetapi dalam kasus ini hal tersebut tidak dilzkukan, maka akia
perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, karena perkawinannya
sudzh berlangsung, walaupun akta perjanjian perkawinannya dibuat sebelum
perkawinan dilangsungkan.'® Dengan demikian walaupun  perkawinannya
dilangsungkan di luar wilayah negara Indonesia, akan tetapi karena menurut Pasal
36 ayat (1) Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang Warpa Negara Indonesia di Juar
wilayah negara [rddonesia sab jika dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana
perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak
melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentung perkawinan, maka
terhadap kasus ini perjanjian perkawinan tersebut tidak dapst dicatatkan karens
perkawinannya ftelabh berlangsung sehingga apabile ietap dicatatkan akan
melanggar prinsip yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nemor | Taben
1974 tentang perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut apa yang haros
dilakukan oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman agar akta perjanjian
perkawinan yang mereka buat dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk
ifu pada Kantor Catatan Sipil?

2.3.2. Perkawinan Yang Dilangsunghan Di Loar Wilayah Indonesia
Perkawinan yang dilangsungkan i luar wilayah Indonesia, mendapat
peagaturan dalam Pagal 36 Undang-undang Nomor 1| Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang berbunyi:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di huar Indonesia antara dua orang
warga negara Indonesia ataw seorang warga negara Indonesia dengan
warga negara Asing adalah sah bilamana dilakokan menurst hukoum
yang berlaku di negara dimana perkawinan itn dilangsungkan dan bagi

Yyrewancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta.
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warga negara Indonesia tidak melanggar keleniuan-ketentuan Undang-
undang ini.

{2) Dalam waktu 1 (satu) tabun setelah suami isteri itu kembali di wilayah
Indonesia, surat bukil perkawinan mereka harus didafiarkan di Kantor
Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.''®

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang dalam Pasal 56 ayat
{1} Undang-undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan
yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1} tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengandung kemiripaa, Dapat dikatakan,
Pasal 56 ayat (1} tersebut mengambil prinsip yang ada dalam Pagal 83 Kitb
Undang-undang Hukun Perdata, yaitu bahwa perkawinan yang dilangsungkan di
luar wilayah Indonesia baik antara Warga Negara Indonesia maupun antara Warga
- MNegara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau lainnya, adalah sah apabila
perkawinan itu dilangsungkan menurat cars yang lazim yang dilakukan di dalam
negeri, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan suami istri yang
merupakan Warga Negara Indonesis tidsk melanggar ketentuan dalam bagian
kesatu yang terdapat dalam Kitah Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan
ketentuan Pasal 56 avat (2} tersebut mengandung prinsip vang terdapat dalam
Pasal 84 Kiteb Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa dalam wakta I (satu)
tahun setelah suamy dan isted tersebut kembali ke dalam wilayah Indonesia, akia
mengenal perkawinan mereka di luar wilayah Indonesia harus dipindahbukukan
ke dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka.'!! Dalam Pasal 56
tersebut hanya mengatur mengenai perkawinannya saja tidak diatur mengenai
apabila dalam perkawinan yang dilangsungkan di lnar wilayah Indonesia disertai
dengan perjanjian perkawinan, sehingga untuk pembahasen selanjutnya, penulis
akan membahas mengenai ketentuan persyaratan dan pencatatan perkawinan di
luar wilayzh Indonesiz saja tanpa disertel perjanjian perkawinan, karena
disesuaikan juga dengan kasus yang ada. Menurut Erc Polim Sinurst, negara

Hhndonesta (1), an. oft., Ps. 56,

Winarmabeata dan Siarif, op. cit., him. {54,
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tempat dilangaungkannya perkawinsn tersebut hanya mencatatkan mengenal
peristiwa perkawinannya saja, sedangkan mengenat perjanjian perkawinannya
diserahkan kepada pasangan suami dan istri, karena di negara tersebut pengurusan
mengenai harta diserahkan kepada masing-masing individu yang berkepentingan
bukan kepada negara, oleh karena ity, perianjian perkawinannya tidak dicatatkan
dalam bukti pengesahan perkawinan di lvar wilayah Indonesta, hanya
perkawinannya sasja schingga ketika perkawinannva iersebut dilaporkan pada
Kantor Catatan Sipil di Indonesia, Pegawai Pencatat Perkawinan hanya membuat
bukti pelaporan mengenai perkawinannya saja sesual dengan bukti pengesahan
perkawinan di luar wilayah ludonesia tersebut dan tidak membuat pelaporan
mengenai perjanjian perkawinannys, dengan demikian perjanjian perkawinannya
tidak tkut dilaporkan, karena memang tidak dicantumkan dalam bukti pengesahan
perkawinan tersebut sehingga dapat diartikan perjanjian perkawinan fersebut
belum dicatatkan. ''*- Sedangkan di Indonesia pengurusan menpenal harta
merupakan urusan negara, oleh karcna itu perjanjian perkawinan yang mengatur
mengenal harta benda terscbut haruslah dicatatkan bersamaan dengan peristiwa
perkawinannya pada register akia perkawinan dan kutipan akfa perkawinan yang
tersedia pada Kantor Catatan Sipil.

Apabila dikaitkan dengan kasus, dikerenakan kasus fersebut terjadi sebelum
Undang-undang Nomor 23 Tahua 2006 tentang Administrasi Kependudukan
beriaku, yaitu tanggal 29 Desember 20060, maka mengenai persyaratan dan
pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di lvar wilayah Indonesia, penulis
menggunakan ketentuan peraturan lama sebelum bedakunya Undang-undang
tentang Administrasi Kependudukan tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kasus
vang telah diurgikan diatas.

Menurut Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelengpgaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Di Daerah '7 jo. Pasal 72 Peraturan Gubemnur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

" Wawancara denpan Brie Polim Sinurst, pada langpal 6 Februari 2009, di Jakarta,

" hepartemen Dalam Negeri (2), Peroturan Menteri Dalan Negeri Tentang Pedoman
Peryelengparan Pendaflaran Penduduk Dav Pencatalan Sipil Di Daerak, Permen Dalam Negeri
No. 28, tahun 20035, Po. 46,
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Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan

Pendaftaran Pendudek Dsn Pencatatan Sipit,'

monyatakan bahwa  setiap
perkawinan vang didangsungkan di luar wilayah Indonesia antara Warga Negara
Indonesia atauy Wargs Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah
bilamana dilakukan menorut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan
tersebut berlangsung dan bagl perkawinan yang dilangsungken antara Warga
Negara Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang
Nomar | Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bapi peaduduk yang melangsungkan
perkawinan di luar wilayah Indonesia, perkawinannya terscbut dilaporkan
danfatay dicatat oleh unit kerja vang menpelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil di kabupaten atau kota tempat domisili yang bersangkutan paling
lama 1 {satu) tzhun sejzk yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Apabila
melampani jangka waktu tersebut, maka pelaporan perkawinan tersebut dapat
dilaksanakan setelabh mendapatkan surat keterangan peringstan keterlambatan.
Kemudian pencatatan perkawinan fersebut dirckam dalam bank data
kependudukan nasionzal, dicatatkan pada register pelaporan perkawinan luar
negeri, dicatal pada bagian pinggir akta dan kutipan skta kelahiran dan diterbitkan
tanda bukii pelaporan perkawinan luar negeri berupa surat keterangan pelaporan
perkawinan [uar negeri. Pencatatan perkawinan tersebut menggunakan formulir
pelaporan perkawinan dengan kode F-2.09, register akia perkawinan dan kutipan
akta perkgwinan.

Menurut Pasal 25 ayat (2) dan (3) Kepuiusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Provinst Daerah Khusus Tbukots Jakarts Nomor 103 Tahun
2605 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Thukota Jakarta ' jo. Surat Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
719/1.755.23 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan, ¢

Srakarta (3}, Peraturan Gubernar Provingi Daerah Khesus Ihukota Jokarta Tentang
Persyaratan Dan Tota Cara Pelaksnnaen Pendgfiaran Pendudik Dan Pencatatan Sipil,
Peruturan Gubsrnnr DKI Jokarta Mo, 16 tahun 2085, Lembaran Lepas 2008, Ps. 72,

i gakarta (1), op. ¢it, Ps. 25 ayat (2) - (3}.

VI8 Takarta (23, ioe eif.
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persyaratan dan prosedur pelaporan perkawinan yang tegadi di lvar wilayah

Indonesia atau di Juar negeri adalah sebagai berikut:

Persyaratan untuk tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri, adalah sebagai

berikut:

1. Bukti pengesahan perkawinan di luar wilayah Indonesia;
2. Kutipan akta kelahiran;
3. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

4. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami atau istn bagi

mereka yang pernah melangsungkan perkawinan;

5. Paspor kedua mempelai; dan

6. Pasfoto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Prosedur Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negen atau di luar wilayah

Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

1.

Mengisi dan Menandatangani formulir permohonan pelaporan
perkawinan dan formulir permohonan pelayanan yang terjadi di luar
negeri atau di luar wilayah Indonesia di loket Pelayanan;

Menyerahkan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi
di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Petugas Loket

Pelayanan.

b. Petugas Loket Pelayanan

1.

Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan pelaporan
perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia;
Menyiapkan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri
atau di luar wilayah Indonesia untuk ditandatangani oleh pemohon
atau pelapor;

Menyampaikan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi
di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Kepala Seksi

Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

c. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

1.

Menerima, meneliti register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar

negeri atau di luar wilayah Indonesia;
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2. Membubuhkan paraf pada berkas permohonan pencatatan perkawinan,

3. Mengtapkan retribusi sesuai dengan ketentuan yang beraku dan
menyampaikannya kepada Petugas Loket Pelayanan.

. Petugas Loket Pelayanan

Menerima penctapan retribust dari Kepala Seksi Perkawinan dan

Perceraian dan menyampaikannya kepada Pemohon.

. Pemohon

Membavar retribusi kepada Petugas Loket Pembayaran.

Petugas Loket Pembayaran

1. Menerima pembayaran retribusi;

2. Menyampatkan tanda bukif pembayaran lembar ke-1 (kesatu} dan ke-3
{ketiga) kepada Pemohon.

Pemohon

Menerima tanda bukti pemnbayaran lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 (ketiga)

dan menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketipa) kepada

Petugas Loket Pelayanan,

. Petugas Loket Pelayanan

1. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);

2. Membuat {anda lerima permochonan pencatatan perkawinan dan
menyarmpaikannya kepada Pemohon;

3. Menvampaikan tends bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada
Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian.

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

i. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga);

2. Memproses berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di
tuar negeri atau di luar wilzyah Indonesia;

3. Menyampaikan register pelaporan perkawipan yang terjadi di lvar
negeri atau i luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan
Perkawinan yang terjadi di Juar negeri atau di ipar wilayah Indonesia,
mutasi biodata dan berkas permohonan pelaporan perkawioan yang
terjadi di luar neger atan di lvar wilayah indonesia kepads Kepala
Subdis Bina Pencatatan untuk dipacaf.
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j.  Kepala Subdis Bina Pencatatan

i,

Menerima dan memberikan paraf pada register pelaporan perkawinan
yang terindi di lvar negeri atav di luar wilayah Indonesia, Surat
Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di
fuar wilayah Indonesia, mufast biodata, dan berkas permohonan
pelaporan perkawinan yang terjadt di luar negen atau di luar wilayah
Indoncesia;

Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di lvar
negert atau di lear wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan
Perkawinan vang terjadi di luar negeni atau di luar wilayah Indonesia,
mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang
terjadi di luar negen atau di luar wilayah Indonesia yang telah dt paraf
untuk ditandatangani.

k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

i,

Menerima berkas permohonan perkawinan vang terjadi di luar negeri
atan di luar wilavah Indonesfa dan menandatangani register pelaporan
perkawinan vang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia,
Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negen
atag di luar wilayah Indonesia, mutas: biodata;

Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang ferjadi di luar
negert atan di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan
Perkawinan yang teriadi di luar negeri atau di lnar wilayah Indonesia,
mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang
werjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia yang telah
ditandatangani untuk distempel vang selanjutnya diserahkan kepada

Kepala Sekst Perkawinan dan Perceraian.

. Kepala Scksi Perkawinan dan Perceraian

1.

Menerima register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri
atau di luar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan
Perkawinan yang terjadi di lvar negeri atau di luar wilayah Indonesia,

mutasi biodata, dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang
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tegadi i luar vegerd atau di luar wilayah Indonesia yang telah
ditandatangani;

b

Menyampaikan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang tedadi
di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia dan berkas permohonan
asli lainnya kepada Petugas Loket Pelayanan;

3. Menyampaikan register pelaporan perkawinan vang terjadi di luar
negeri atau di luar wilavah Indonesia, mutasi biodata, dan berkas
permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di
luar wilayah Indonesia kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan
Pemeliharaan register untuk disimpan.

m. Petugas Loket Pelayanan

Menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan beserta dokumen asli

lzinnya dan menyampaikannya kepada Pemohon dengan surat bukti tanda

terima,
n. Pemohon

Menerima Surat Kelerangan Pelaporan Perkawinan yvang terjadi di luar

negerl atau di Juar wilayah Indonesia (lampiran 4} dan dekumen ash

laiomya.

2.3.3, Analisa Kasus

Pada tanggal 13 Jult 2005, antara frawan Tjandra dengan Vivi Desvita
Socleiman telah dibuat suatu akia perjangian perkawinan {(di luar persekutuan
harta benda) nomor 22, yang dibuat dibadapan Edi Privono, S8H., Notaris di
Jakarta. Kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita
Soeleiman melangsungkan perkawinan di negara Hong Kong pada tanggal 7
September 2005, Dengan demikian, dalam hal pernbuatan akta perjanjian
perkawinan felah memenubi prinsip yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1)
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 temtang Perkawinan, vaitu bahwa
perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan,
dalam kasus ini dibvat sebelum perkawingn antarn Trawan Tiandra dan Vivi
Desvita Soeleiman difangsungkan. Perjanjian perkawinannya pun dibuat dalam

bentuk akta otentik, sehingga semakin mempertegas pendapat dari beberapa abli
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hukum, diantaranya Numazly Soetamo, Wahyono Darmabrata dan Salim HS,
yang menegaskan pentingnya menuangkan suatu perjanjian perkawinan dalam
suatu akta otentik bukan dalam suvatu akta dibawah tangan yaitu demi kepastian
hukum dan perlindungan kepada pihak ketiga. Macam perjanjian perkawinan
yang dipilih oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah perjanjian
perkawinan di luar persekutuan harta benda, hal ini berarti diantara Irawan
Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman diperjanjikan tidak terdapat persekutuan
harta benda sama sekali, bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut
Undang-undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan
pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Pada tanggal 7 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara
Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman di negara Hong Kong, hal im
dapat diartikan bahwa telah terjadi perkawinan di Iuar wilayah Indonesia, dengan
demikian Pasal 56 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan
dapat diberlakukan.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, perkawinan antara Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman
yang dilangsungkan di negara Hong Kong, dimana keduanya merupakan Warga
Negara Indonesia dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku
di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, yaitu hukum yang berlaku di
negara Hong Kong dan dikarenakan Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita
Soeleiman merupakan Warga Negara Indonesia, maka tidak boleh melanggar
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Menurut penulis, dengan dikeluarkannya bukti pengesahan
perkawinan dari negara Hong Kong, maka perkawinan yang dilangsungkan antara
Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman telah memenuhi ketentuan hukum
perkawinan yang berlaku di negara Hong Kong.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Irawan
Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman kembali ke dalam wilayah Indonesia,
maka surat bukti perkawinan mereka dari negara Hong Kong harus didaftarkan di
Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal mereka yaitu pada Dinas Kependudukan
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dan Cataian Sipii Provinst Daerah Khusus ibukota Jakarla, Sebagaimana ferayata
dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHS//1917/2005/2006
{lampiran 4), tanggal penerimaan laporan perkawinan luar negeri antara rawan
Tiandra dengan Vivi Desvita Socleiman adalah 3 November 2006, sedangkan
tanggal perkawinan mercka adalah 7 September 2005 sebagaimana ternyata dalam
Certificare (ff Marriage, dengan demikian ltenggang waklu antara tanggal
perkawinan dengan tanggal pelaporan perkawinan menjadi lebik dan 1 (satu)
tahun, akan tetapi Eric Poiim Sipurat menegaskan bahwa setelah melihst dan
memeriksa dari paspor Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman, ternyata
tanggal mereka kembali ke Indonesia gampal dengan tanggal mereka melaporkan
perkawinannya masih dalam batas jangka waktu 1 {satu) tahun wntek melaporkan

"7 sehingga mereka masih dapat melaporkan perkawinannya karena

perkawinar,
jangka wakte | {sat) tersebut belum terlampaui sesuai dengan persyaratan dan
tata carz pelaporan perkawinan di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditenfukan
oleh peraturan yang berlaku yang telsh dipaparkan oleh penulis. Dengan demikian
perkawinan mereka tidak melampaui jangka wakiu yang diberikan sehingga
masih dapat dilaporkan sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) tersebut dan diterbitkan
Tanda Bukti Laporan Perkawinannya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Daerah Khusus Thukota Jakarta tanggal 3 November 2006.

Dalam Tanda Bukti {aporan Perkawinan tersebut hanva terdapat pelaporan
mengenal perkawinannya saja, tidak dicanumkan mengsnal  perjanjian
perkawinannya, oleh karena Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan mengenai
pelaporan pericawinan dari luar wilayah Indonesia saja. Dengan diterbitkannya
Certificate Of Marriage dari negara Hong Kong tersebut maka dapat diartikan
perkawipan tersebut telah sah menurut hukum neparas Hong Kong, karena
memang ditegaskan oleh Eric Polim Sinurat, hukum perkswinan negara Hong
Kong tidak mengatur mengenal perjanjian perkawinan atay pengurussn meogenai
harta benda perkawinan, negara telah menyerabkan pesgurusan tersebut pada
masing-masing individu, sehingga wmisan mengenal peranjian perkawinan
menjadi vrusan suami dan istri bukan vrusan negara. Dengan demikian pedaniian

perkawinannya tidak  dicatatkan bersamaan dengan perkawinannya dalam

Wtawancara dengan Bric Polim Sinurat, pada tanggal ¢ Pebeuari 2009, di Jokarta.
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Certificate Of Marriage. Apabila ditelaah dari hukum perkawinan di Indonesia,
khususnya Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
perianjian perkawinan harus dicatatkan bersamaan dengan perkawinan karcna
pelaksanasn dari perjanjian perkawinan tersebut adalah setelah perkawinan
dilangsungkan. Dikaitkan dengan perkawinap antar sesama Warga Negara
Indonesia di luar wilayah Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dilakukan di
depan pejabat konsulat atau perwakilan Republik Indonesia di negara Hong Kong,
akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tugas para konsulat atau perwakilan Republik Indonesia tersebut
dalam melaksanakan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar
wilayah Indonesia adalah hanya mencatatkan perkawinan saja tidak mengesahlan
perkawinan lalu kemudian mencatatkan perkawinan tersebut sehingga tugas dan
pejabat konsulat tersebut sama dengan tugas yang dilaksanakan cleh Kantor
Catatan Sipil di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan dan pencaiatan
perkawinan,''t Dikarenakan tugasnya hanya mencatatkan saja, maka pejabat
konsulat tersebut tidak memenksa kembali apakah terdapat perjatjian perkawinan
atau tidak karena dolam Cerfificate Qf Marriage tidak dicantumkan mengenat
perjanjian perkawinan, Oleh sebab itu ketika kembali ke Indonesia, oleh Dinas
Kependudukan den Catatan Sipil Proviasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya
mencatat mengenat perkawinannva 52ja dan memang dikarenakan dalam
Certificate Of Marrigge tidak dicatat pula mengenai perjaniian perkawinannya.
Karens yang dilaporkan adalah perkawinannya tanpa perjanjian perkawinan maka
pencatatannya hanya perkawinannya saja tanpa perjanjian perkawinan. Fungsi
pelaporan perkawinan di Juar wilayah Indonesia pada pejabat konsulat afau
perwakilan Republik Indonesia, adalah unuik pengurusan visa, akia kelahiran
anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut.'"?

Apabila Irawan Tiandra dan Vivi Desvita Soeleiman tidak mencatatian
perjaniian perkawinan tersebut ketika kembali ke Indonesia, maka perjanjian
perkawinan tersebut hanya berlalan bagi kedua belah pihak saja, yaite Trawan

A Rusdi Maiik, Peranun Agama Dalam Hulonn Perkawinan Di Indonesia, cet, I, (Jakarta:
{Universitag Trisakti, 20013, him. 192,

Ho%Wawancara dengan Bric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta,
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Tjandra dan Vivi Desvita Soeieiman, tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pihak
ketiga banya menganggap bahwa Irawan Tiandrs dan Vivi Desvila Sceletiman
malangsungkan perkawinannya dengan percampuran harta. Apabila Trawan
Tiandra dan Vivi Desvita Sceleiman mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut,
maka pedjanjian perkawinan tersebut dapat diberfakukan terhadap pihak kefiga.
Apabils frawan Tjandra dan Vivi Desvitz Soeleiman tidak mencatatkan perjaniian
perkawinan, maka hanya berlaku bagi mereka saja dan apabila sampai terdapat
permasalghan atau sengketa diantara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman,
maka petjaniian perkawinan terscbut masih tetap berdaln karena sebenamnya
perjanjian perkawinan tersebut telab mengikat Irawan Tjandra dan Vivi Desvita
Soeleiman sejak perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat secara sah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangant oleh mereks dihadapen
Notaris.

Apabila Irawan Tiandra dan Vivi Desvita Socleiman bermaksad pntuk
mencatatkan petjanjian perkawinan tersebut, maka jalan keluar yang harus
ditempuh agar pemanjian perkawinan terschut dapat dicatatkan adalah dengan
merainta izin dari Pengadilan Negeri berupa surat Penctapan Pengadilan Negeri.
Hal tersebut dapat terjadi karena belum ada hukum yang mengatur mengenal
pormasalahan  fersebuf, oleh karenz itu Kantor Catatan Sipil melimpahkan
pvermasalahan inf kepada Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan dengan
seadil-adilnya sesuai dengan pertimbasgan hukumnya, Dikarenakan Kantor
Catatan Sipil menyerahkan jalan keloar penmasalahan tersebut kepada Pengadilan
Negeri, maka pada bulan September 2008, Irawan Tijandra dan Vivi Desviia
Seeleiman mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dan telah didafiarkan dengan nomor register 266/PatPL2008/PNJKT Sel
dengan tujuan agar Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Catatan Sipil
Daerah Khusus lbukota Jakaria (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Daerah Khusus [bukota Jakarta} untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka
dalam akta perkswinan dalam register yang tefah tersedia untuk it di Kantor
Catatan Sipil tersebut apar Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mencatatkan
perjanjian perkawinan tersebut. Permchonan tersebut kemudian diterima dan

dikelvarkanlah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9
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Oktober 2008, yang menctapkan bahwa menyatakan perkawinan Irawan Tiandra
dan Vivi Desvita Soecleiman yang dilangsungkan di regara Hong Kong, vang
mana perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam Tanda
Bukti Laporan Perkawinan dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Daerah
Khusus Thukota Jakarta (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dacrah
Khusus Tbakota Jakaria) untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka dalam
akta perkawinan dalam register yang telah fersedia uatuk itu di Kantor Catatan
Sipil terscbut. Scbagat pelaksangan dari Surat Penetapan Pengadilan Negeri
tersebut maka pads Tanda Bukti Laporan Perkawinan diberikan catatan pinggir
yang menyatakan babwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Neged tersebut, dan
telah tercatat dalam daflar perobaban dan perbaikan nomor 19/TERB/WNI/2008,
menetapkan dan memerintabkan untuk mencatat perjaniian perkawinan tersebut
dalam Tanda Buktt Laporan Peckawinan tersebuot (lamptran 4). Dengan demikian
karema perjamian perkawinan tersebut telah tercatat pads Tanda Bukti Laporan
Perkawinan frawan Tjandra dan Vivi Desviia Soeleiman, maka perjanjian
perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sejak perjanjian perkawinan
tersebut tercatat (tanggal berlaku sesvai dengan tanggal catatan pinggir tersebut)
yaitu pada tapgpal 22 Oktober 2008. Sebelum perjanjian perkawinanm tersebut
tercatat, maka bagi pihak ketiga, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman
masih dianggap melangsvngkan perkawinan dengan percampuran harta.

Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, sebeparnya unfuk permasatahan
tersebut, tidak diperlukan suatu Penciapan Pengadilan sebapai jalan kelvar,
seharusnva Kanfor {afaten Sipil bersedia untuk  mencatatkan  perjanjian
perkawinan tersebut dalam Tanda Bukii Laporan Perkawinan, karena perjanjian
perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dalem arfi
perjaniian perkawinan fersebut telah dibuat sesual dengan hukum perkawinan
vang berlaku di Indopesia. Dengan demikian tidak menjadi masalgh apabila
perjaniian perkawinan terscbut langsung dicatatkan juga ketiks Trawan Tiandra

dan Vivi Desvita Soeleiman melaporkan perkawinannya pada Dinas Kependudu-
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kan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.'**

Berbeda dengan pendapat dari Bric Polim Sinurat, menurut beliau, mengenai
permasalahan yang dialami pasangsn suami dan istrl Irawan Tjandra dan Vivi
Desvita Sceleiman, tidak mungkin tidak menggunakan Penetapan Pengadilan
sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Tanda
Bukti Laporen Perkawinan kepunyaan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita
Soeleiman tersebut bukanlzh suatu alta perkawinan dan hal itu ditegaskan dalam
Tanda Bukti Laporan Perkawinannya. Dslam permasalahan tersebut, vang
merupakan akta perkawinan dari pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dan
Vivi Desvita Soeleiman adalah Certificate Of Marviage yang dikeluarkan oleh
pemerinizhan negara Hong Kong, Apabilx dalam Certificate Of Marriage tersebut
dicantumkan perihal perjanjian perkawinan, maka Penetapan Pengadilan dari
Pengadilan Negen Jakaria Selatan menjadi suatu hal vang tidak perly, perjanjian
perkawman tersebut dapat langsung dilaporkan juga bersamaan deagan laporan
perkawinannya dan langsung tercantum secara ofomatis dalam Tanda Bukt
Laporan Perkawinannya, akan tetapi dikarenakan yang terjadi tidaklah demikian,
maka perjanjian perkawinannya tidak dapat secara ctoratis dicantumkan juga
dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan bersamazn dengan laporan
perkawinannya,'*' Hal tersebut dapat terjadi karena Kantor Catatan Sipil hanya
berfungsi sebagal lembaga pencatat perkawinan, tidak mengesabkan perkawinan,
dengan demikian Kantor Catatan Sipil hanya melakukan pencatatan berdasarkan
data-data yang ferdapat delam fakta vang nyate, yaitu dalam Certificare OF
Marriage tersebut dan Kantor Catatan Sipil sudah tidak berwenang lagi mencatat
peganjian perkawinan tersehul, karena hal tersebut sebarusnya dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan pada sast perkawinan dilangsungkan, yaitu pada
saat perkawinan tersebut dilangsungkan di negara Hong Kong.

Pendapat yang dikemukakan oleh Notaris Licke Lianadevi Tokgali dan Eric
Polim Sinurat mengandung perbedagn mengenai permasalaban yang dialami oleh

pasangan suamu dan istri Irawan Tiandra dan Vivi Degvita Soeleiman, Mengenai

¥ awancara dengan Licke Lisnadevi Tukgall, puda tanguat 21 Februart 2009, 41 Jakarta,

?"Wawancara dengan Eric Polim Stnurat, pads tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta,
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permasalaban tersebut penulis berpendapat bahwa penulis berpendapat sama
dengan peadapat yang dikemukakan oleh Enc Polim Sinurat. Menurul penulis,
dikarepakan Tanda Bukti Laporan Perkawinan bukan merupaken akta
perkawinan, padahal apabila dikaltkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, perjanjtan perkawinan harus dicatatkan bersamaan
dengan perkawinan dan kedua bal tersebut dicantumkan dalam akta perkawinan,
Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Irawan Tiandra dan Vivi
Desvita Socleiman fidak dapat begitu saja dicantumkan dalam Tanda Bukti
Laporan Perkawinan, walaupun perjanjian perkawinannya dibuat sebelum
perkawinan dilangsungkan. Selain itu hukum perkawinan di Indonesia, khususnya
Undang-ondang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur
permasalahan tersebut di atas, dengan demikian penyelesaian permasalahan
tersebut  diserabkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Neged melalui
penctapannya sebagat jalan keluar terbaik sebagaimana ternyata dalam Pasal 152
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketika Pengadilan Negeri mengizinkan
perjanjian perkawinan  tersebut  dicatatkan dalam Tanda Bukti Laporan
Perkawinan, barulah  pencatatan  perjanjian - perkawinan  fersebut  dapat
dilaksanakan dalam bentuk catatan pinggir. Sampai dengan saat ini, mengenat
permasalahan yang dislami pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dap Vivi
Deswviia Soeleiman, hanya dapat diselesatkan denpan jalan melalul Penclapan
Pengadilan, jalan keluar yang lain masih terus dicari dan diusahakan agar keadilan
hukwm semakin dijunjong tinggi dan ditegakien.
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BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

I.

Status perjanjian perkawinan yang tidak digabkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan sebagai akibet dari perkawinan yang dilangsungkan di luar
wilayah Indonesia adalab perjaniian perkawinan iersebut fetap berlaku tidak
menjadi batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hekum,
ketertiban umum dan kesusilaan. Akta perjaniian perkawinan berlaku sebagat
skta otentik  bagt para pihak yvang membuatays, akan tetapt dalam
permasalahan ini, akta perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua
belah pihak yang membuatnya, dalamn hal ini Irawan Tiandra dan Vivi Desvita
Soeleiman yang melangsungkan perkawinannya di negara Hong Kong pada
tanggal 7 September 2005 dan akta perjanjian perkawinan iersebuf tidak dapat
mengikat pihak ketiga kavena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatal
Perkawinan. Dengan demikian pihak kefiga menganggap Irawan Tjandra dan
Vivi Desvita Soeleiman melangsungkan perkawinan denpan percampuran
harta walaupun schenamya mereka telgh menpadakan penyimpangan terhadap
percampuran harta dan telah mereka nystskan dalarn akia perjanjian
perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, akan tetapt karena akta perjaniian
perkawinannya tidak disahkan ketika perkawipan dilangsungkan sebagaimana
ternyata dalam Certificate of Marriage dan Negara Hong Kong yang mana
dalam Certificate tersebut tidak tercantum peribal akta perjanjian perkawinan,
maka akia pecjanjian perkawinannya tidak dapat dicantumkan dalam Tanda
Bukti Laporan Perkawinan, sehingga pihak ketiga dapat menganggap mercka
melangsungkan perkawinan dengan percsnpuran harta.

Oleh karena alta perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua
belah pihak saja, maka Perlindungan hukm yang dapat diberikan techadap
harta kekayaan suami dan igfri Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman,
apabila terdapat permasalahan atav sengketa hukum yang menyangkut harta
kekayaan mereka adalah akda perjanjian perkawinan tersebut dapat membantu
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dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa mengenai harta kekayaan
mereka. Dengan demikian terhadap mercka akia perjanjian perkawinan
tersebut masih dapat memberikan perlindungan hukwm. Sedangkan terhadap
pihak ketiga karena akte perjanjian perkawinan tersebut tidak ikut disahkan
pada saamt perkawinan dilangsungkan di negara Hong Kong, maka
perlindungan hukum terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga tetap
menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran haria,
oleh karena itu dalam hal pendirian persercan ferbatas atau pengajuan
pinjaman kepada bank misalnya, perlu dilakukan persetujuan dari suami atau
istri walaupun sebenamya akia perjaniian perkawinan tersebut telah dibuat,
fetapi karena tidak disahkan maka tidak mengikat pihak ketiga kecuali pihak
ketiga telah mengetahui perihal akia perjanjian peckawinan tersebut.

3. Sampai dengan saal ini pemecahan permasalaban mengenal perjanjian
perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawal Pencatat Perkawinan sebagat
akibat dart perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia hanya
dapat diselesatkan dengan cara mengajukan permohonan untuk merndapatkan
izin kepada Pengadilan Negert seperti yang terjadi pada pasangan Irawan
Tiandra dan Vivi Desvita Soeleiman, Izin darl Pengadilan Negeri akan
diberikan dalam bentuk Surat Penetapan Pengadilan  Negeri  yang
memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil terkait dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta
bersedia untulk mencaiat akta perianiian perkawinan tersebut dalars Tanda
Buktii Laporan Perkawinan Trawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman agar
akta pedaniian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan oleh Irawan Tiandrs
dan Vivi Desvita Seeleiman dan juga berlaku mengikat terhadap pihak ketiga,
Selain dengan mengajukan permohaonan izin ke Pepgadilan Negeri, upaya lain
belum dapat ditempuh, akan tetapi upaya untuk mencari jalan alternatif tanpa
melalui Pengadilan Negert masih terus diupayakan.

3.2. Saran
1. Perlunya dibuat suatu peraturan khusus baik dalam bentuk Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, dan sebagainya yang mengatur mengenat perjagjian
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perkawinan dan permasalahannya. Peraturan tersebut harus disesuaikan
dengan keadaan masyarakat Indonesia pada ssat inl yang semakin han
semakin kompleks apar masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang
menyangkut peranitan perkawinan dapal memgeroleh keadilan dan kepastian
hukum.

. Perlunya diselenggarakan sosialisasi kepada masvarakat Indoresia mengenai
tugas dan fungsi lembaga pencatat perkawinan terutama dalam hal melakukan
pengesahan terbadap perjanjian perkawinan, baik terhadap Kantor Catatan
Sipl maupun Kantor Urusan Agama. BSosialisasi fersebut tidak hanya
dilaksanakan di kota-kota besar tetapi juga i daerah-daerzh di Indonesia agar
masyarakal Indonesia secara keseluruhan memszharni mengenal tugas dan
fungsi lerbaga pencatat perkewinan serta dapat memberikan pengawasan
terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

. Perlu adanya konsistensi dalam melaksanakan dan memshami Undang-
undang Perkawinan Nowor | Tahun 1974, Peraturan Pemerintab Nomor 9
Tahun 1975 teatang Pelaksanaan Undapg-undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawinan dan pembwan-peraturan lainnys vang ferkait dengan
perkawinan dan serpua pihak vang terkait, erutama kepada lermbaga pencatat
perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan
Kantor Catatan Sipil bagi yang beragamna non Islam agar peraturan-peraturan
tersebut tidak salah diterapkan dalam praktek dan tidak merugikan masyarakat
Indonesia dalam mendapatkan pelayanan bukum pada lembaga pencatat
perkawinan terulama yang menyangkut perjanjian perkawinan.
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LAMPIRAN :

I, Surat Permohonan lzin Memperoleh [ata kepada Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sctiabudi, Jakarta Selatan.

2. Surat Permohonan izin Memperoleh Data kepada Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

3. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data kepada Notaris Lieke Lianadevi
Tukgali, S.H., ML.H., M.Kn.

4. Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHS/I/1917/2805/2006,

5. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 266/Pd(. P/2008/PNIKT Sel.
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Faks. (021} 7270052, E-mail : efhavi@makara.cso.oiacid

Nomor: 353%/PN.FHUL/01/2000

Lamp.
Hal  : Permohonan {zin Memperoleh Data
Kepada Yth,

Kepata Kantor Urusan Agama
Kecamaian Setia Budi - Jakara Sclatan.
di

Jakarta.

Dengan hormag,

Selubungan dengan penulisan Tesis betjudul = Akébar Hukunm Terhadap Perjacfiaa
Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pepawai Penvatat Perkawinan Bagi Warga
Negara Indonesia Yang Melangsunghan Perkawinan of Luar Wilapah Indoncesia  pada
Program Studi Magister Kenotarlaran Fakultas Hukure Universiras Indonesia, dengan ind
kamni mohen agar kepada mahasiswa :

Nama : Imelda fulia Gogal, 8. H. .
NPM 0706176775

dapat di izinkan urtuk memperoleh data serta wawancara vang berhubungan dengan
penulisan rersebut,

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami
samnpaikan rerima kasih,

" T Depok, 30 Jaswari 2009
7/&1’:&"{ & LA 3t e o K&ua sﬂi, ?ﬁsfgmm Mafister Kenotariatan

UBanrCorn sy & 7"@,% Loz> p Updversitas Indonesia,
O fun fere, Sorw Bun -

A faptacs,

e

Drs, FAKHRURRQOZI
NIP : 150 27t 948

Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH Ul, 2009



" UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru Ul, Depok 16424, Tndonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021} 7270052, E-mail : efhani@makara.cso.uiacid

W
Nomor: 308/PN.FHUI/12/2008
Lamp. -
Hal  : Permohonsn kzin Memperoleh Data

Kepads Yih,
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan ‘Sipxi
Propiosi DK Jakarta
Jalan Letien S Parroan Mo, 7 Jakarta Barat
di
Jakarza.

Dengan hormiat,

Selwbungan dengan penulisan Tesis berjudul ¥ Akibar Hukum Techadap Ferfanjian
FPockawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Bapgi Warga
Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Dilusr Wilsyah Indonesia ” pada
Program Studi Magister Kenotaciatan Fakuleas Hukue Universitas Indonesia, dengan ind
karai rachon agar kepada mahasiswa -

Nama : Imelds Julia Gozal, 8.H.
NPM : 0706176725

dapat di izinkan untuk memperoleh data serta wawancara yang berhubungan dengan
penulisan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami
sampaikan terimaz kasih.

TPk 9 {)esember 2{388
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Mormor: 353/PR.EHUL/01/2008
Latep. :-
Hal  : Permohonan Izin Memperoleh Dara

Kepada Yth,

Notaris Lieke Liana Devi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn.

JL Mandala Raya No. 16+ 18 Tomang, Jakarea Barat 11440
Codi

Jakarta.

.
(\‘

Dengan hormat,

Schubungan dengan penulisan Tesis berjudul : 7 Akdhat Hukum Terhadap Perjanjian
Perkawinan Yang Tidsk Disahkap Oleh Pegawal Pencatar Perkawinan Bagi Warga
Negaea Indonesis Yang Melanpsungkan Perkawinan Jf Luar Wilayah Indonesiz * pada

Promam Studi Magister Kenotartatan Fakultas Hukur Universitas inéonesla, df:ngan ini |

kai it mohon agar kepada mahasiswa :

Nama {meida Julia Gozal, S.H.
NPM. : 07081726725 ‘

dapat di zzzzxkan untul memperoleh data serea wawancara yang bethubungan dengan
penuhs.m tersebut.

Devnifxian pemohomn ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberilan kami
san paikan terima kasih. ;
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No ; LKIC, 892780?

TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN
NOMOR : 20L/KESAI/I817/2005/2066

Pada hari ini Seniﬁ,_,--tanggai tiga Nopember tahun duaribu enam, saya
Drs.H. KHAMIL ABDUL KADIR. MSi., Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi DEI Jakarta, telah menerima laporan perkawinan luar negeri
mentrut Sthld, 1917 No.130 J0.1919 No.81, antara :

Nama - Irawan TIANDRA
Warganegara :Indoensia
Tempat/Tgllahir  :  Solo, 25 April 1951
Bukti Din : KTP DKI Jakaria No. 09.5306.250451.0099
Alamat :  Taman Gandaria Kav. 30 RT.006/003
Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak,
Kotamadya Jakarta Selatan.

dan

Nama :  VIVI DESVITA

Warganegara :  Indonesia

Tempat/Tgllahir  :  Jakaria, 4 Desember 1966.

Bukti Diri : KTP DXI Jakarta No.09.5006.441266.0252

Alamai : I Cendana Ne. 11 RT.002/001 Kel. Gondangdia,
Kec, Menteng, Jakarta Pusat.

Perkawinannya telah dilaksanakan i HONG KONG, Reg. No. BH4626 pada
tanggal 7 September 2005 :

Tanda Bukti Laporan Perkawinan ini bukan merupakan akta perkawinan.

IQEB&@% INAS KEPE UKAN DAN £
= TAN SIPIY, PREVINSI

ok




Catatan pinggir pada tanda buldi laporan perkawinan ini menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor duaratus enampuluh enam gacis miring Pdt titik P garis miring
duaribu delapan garis miring PN titik JKT titik Scl. tanggal sembilan Oktober duaribu delapan, tercatat
dalarn  daftar perubaban dan perbaikan Nomor : IS/PERIVWNI2008, vang menctapkan dan
memeriniahkan untuk mencatatkan Perjanjian Kawin (Diluar Persekutuan Harta Benda) No.22 tertanggal
13 Juli 2005 vang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, SH. Notaris di Jakarta tertanggal 13 Juli 2005
dalam Tanda Bukfi Laporsn Perkawinan Nomor 20UKHS/AV1917/2005/2006 tertanggal 03 Nopomber
2006,

Jakarta, tanggal duaptluh duaz Oktober tahun duaribu delapam

-

mm z:xms KEPENDUDUKAN DAN !,?,
fcm"&m& Si?& PR{}W«}&I DEKIJAKARTA

\ M A 4
x “5) mﬁm MANGATAS. P, MM,
SIS NP, 470057082,
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SALINAN / FOTO COPY

PENETAPAN
No. 266/P4L.PR2OBE/PNIKT Sel.
“HDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA®

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pady
tingkat partama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permehonan
dari

IRAWAN TJANDRA dan VIVI DESVITA SOELEIMAN, pasangan svami
istri, beralamet di Taman Gandaria Kav. 30, RL.008/Rw.003, Kelurahan Gandaria
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jekarta Selatan, sclanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ; '

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemokon dan saksi-saksi ;

Telah mempelajan bukti-bukt surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKINYA PERKARA

Menimbang, bshws DPemohon dengan Surat Permolionannya fertangesl
September 2008, yang ielah didafarkan di Kepaniterasn Pengadilan Negeri Jukaria Selatan
pada tanggal Seplember 2008 dibawah register No. 266/P3tP2008/PNJKT Sel, telah
mongomukakan hal-hal sebagai berikut

1. Hshws Para Pemohon telah melangsungken perkawinan pads tanggal 7 September 2008
di Hongkong, den perkewinan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependuduksn dan
Catatan Sipil Propinsi DRI Jakana pada tanggal 3 Nopember 2006, sesual dengan Tanda
Bukii Laporan Perkawinan No. 201/KHS/T/1917/2005/2006 ;

2. Bahwa sebelun melangsungkan perkawinan Para Pemobon telah sepakat membuat dan
menandatangani Perjanjian Kawin No. 22, tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dibadapan
B PRIYONO, 8H., Notaris di Jakarta ;

3. Pahwa oleh karena kesibukan dan sesuatu hal, maka dilakukan pengecekan pada Kantor
Catatan Sipil-DKI Jakarta dar ternyata Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005,
tidak terdaﬁar dalam register pada Kantor Catatan Sipil DEI Jakaria
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govia oleh karena itm, Pemohon mengeivkan permohonan pada Fengaditan Negeri

Bkarta Selatan agsr Pengadilan Neger Jakearta Selatan menerbitkan Penctapan untuk

# memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakaria mendaflarkan dan mencatat Perjagijan

Kawin No., 22 tanggal 13 Juli 20065 yang dibuat dihadapan BEIM PRIYONO, SH., Netanis
di Jakarta, dalam register yang tersediz untuk itv di Kantor Catatan Sipil DK Jakarta ;

Rerdasarken bal-hal tersebut di stas,  imohon Pengadilsn Negerl Jnkarta Sgiataz;
mengabulian permohonsn Pemohon sebagas besikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon selurshnya ;
. Menyatskan perkawinan Parz Pemohon yang dilangsungken di Hong Kong, pads

tanggal 7 September 2005, dan perkewinan tersebut telah dilaporkan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tangga!l 3 Nopember 2008,
sesual dengan Tandz Bukit Laporan Perkawinan No. 201/KHSATA917/2005/2005,
dengan pegjaniian kawis ;

. Memernintaiikan Kantor Catatan Sipil DKI Jakorta untuk mencatat Peganiian Kawin No,

22 tanggal 13 Juli 2005 dalam Akta Perkawinen Para Pemohon dalam register yang
tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil DK Jakarts ;

. Biava-biaya meounsg helaun ;

Menimbang, babhwa pada persidangan yang teiah ditetapkan, telsh datang

menghadap Para Pemchon tersebut i atas dan setelsh permohonan dibacakan ates
pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannys ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permobonannya tersebut, Para

Pemohon telak mengajukan bukti-bukti sweat berupa fots copy yang teleh dibabuhi metera
sepukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagal berikut :

. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No, 09.5306.250451.0099 atas nama Jrawan Tiandrs

(Bukt P-1},;

. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5006.441266.0252 atas nama Vivi Desvita

Soelciman (Bukg P-2j;

. Centificate Of Marriage antara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Seeleiman tertenggal 7

September 2005 (Bukd P33 ; .

. Foto copy Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 20 //KHS/TH 1917/200572006 tanggal 3

Nopemher 2006 (Bukti P-4} ;
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dikeluarkan oleh Kelurahan Gandana Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan (Bukti P-

. Foto copy Kartu Keluarga WNI Ne. 1602.000057 atas name Kepala Keluarga Ny. Sally
M.8. Soeleiman, yang dikeluarkan oleh Kelurshan Gondangdia, Kee, Menteng, Fakarta

Pusar (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemobon

juga mengajukan saksi-saksi yang setelsh bersumpsh / berjanji menurut cara sgamanya
masipg-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknyz seizagai berikut :

. GINARSIH, perempuan, tempat / tangeal Iabir 1 Megelang, tanggal 10 Oktober 1973,
agams Kristen, alamat Ancka Elok Blok D1 Mo 16, R1O04Rw.009, Kelurshon
Penggilingan, Kecamatan Cakong, Jakarta Thmur ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemochon, karena sakst adalah sekretaris darl Pemohon
(Ihu Vivi Desvita ; ]

Bahwa setahu saksi, Para Pemohon (Irawan Tiandra dan Vivi Desvita Soeleiman)
teleh melangsungican perkawinan pada tanggal 7 Septernber 2005 di Hong Xong ;
Bahwa Para Pemohon sebelum melanpsungkan perkawinan terlebih dahulu talah
sepakat uptuk membuat Akla Peganjian Kawin ;

Hahwa Akta tersebut adalsh Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2008,
vang dibuat dihadapan EG Priyono, SH., Notards 41 Jakarta ;

Bahwa Pars Pemchon sebenamys ingin mendaflarken Akta Pedanjizn Kawin
terschut, namun oleh karena kesibukan Para Pemohon, maka Ak Perfanjien Kawin
tersebut helurn didaftarkan didalam register pada Kantor Catatan Sipi! DKT Jakarta ;
Bahwa untuk hal tersebut di atas diperfukan suste penctapan, dars Pengadilen Negeri
seternpat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakaria Selatan ;

. KETUT SUMAKXTE, lzki-laki, tempat / tanggal lahir ; BR, Harjosari 13 Juli 1972,
agama Hindu, alamat J1. Nusa Indah VI2728, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Malaka Jaya,

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; -

Balvwa saksi kenal dengan Pars Pemohon, kamena saksi sebagoi supir dari Pemohon
{Irawan Tiandra)
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¥ S Ahwa setzhu szksi Para Pemohon membuat Akta Perjanjian Kawin No. 22 woggal
Sl f J3 Juli 2005 di Kantor Notaris Bdi Priyono, §H ;
i

/ Bahwa benar Akie Perjanjian Kawin Pare Pemohon tersebut belum didaftackan &
Kantor Catatan Sipil DKI Jukans ;

Bahwa Pars Pemchon telah mendatangi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarts, namun
Aktz Perjanian Kawin tersebut telambat didaftarkan oleh Pars Pemohon |

Bahwa bengr dalam pembuetan perjaniian kawin tersebut tidak ada pihak vang

1

dirugikan ;

Bahwa tujuan dibusinya Akfa Perjaniten Kawin adalab menjaga ager harta bawasn
tetap meniadi milik masing-masing apabils tegadi perceraian ;

Menimbzng, bahwa untuk menyingkat uraian Fenstapan ini, maka segala sesuat
yang terucai dalam Berita Acara di persidangan temmuat dan merupaken bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnys Pemohon tidak meagajukan sasvatu apapun lagl
dan memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwy berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan denpan ‘

buksi-bukti suxat bertanda P-1 s/d P-7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka
teruogkap fekia-faikes sehagai berikut -

-~ Bahwa Para Pemohen telah membnzzszkta Pertanfian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli
2005, yang dibuat dihadapan Edi Privopo, SH. Notaris di Jakaris;

~  Bahwa Alds Pedanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Full 2005 tersebut dibuat sebelum Para
Pemohon menikeh ; .

~ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 September 2003 di Hong Kong dan
pemikahan  tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Proviasi DKJ Jakarta sesuni buk# P-4 ;

- Bahws Pars Pernohon ingin agar Akia Peganjian Kawin No. 22 tanggal 13 Iull 2008
didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DK Jakarta

~ DBahwa untuk keperluan tersebut, diperiukan Penetapan Pengadilen dalamm hal ind
Pengadilan Megeri Jakarias Selatan ;

3

Menimbang, bohwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut, Hekim  akan
mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dt bawah il ;
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. Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permobonsn Para Pemohon adalah agar
qa8an Wegeri Jakarta Seistan memerinfabkan Kaotor Catatan Sipil Propingt DKI

.

g dibust dibadepan Edi Privone, SH., Notars di Jakarta ;

Menimbang, balvwa apa yang dimehon oleh Para Pemohon bukaniah sesuatu yang
bersifat perintah afev laranpan berbuat yang dapat merugikan pihak ketigs serta tidakish
merusak ketertiban umom dan tidak pula berteritangen dengan undang-undang dan peraturen
hukum vang beriaiu ; ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan fakis-fakia ftersebut di atas, dad rangkaian
pertimbangan tersebul, maka Hakim berpendapat bahwa ttutan Para Pemohon tersebui
pada angks 1 dan angke 3 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang declaky, sehingga patul untuk dikabulkan ;

Mentimbang, bahwa berdssarkan pettimbangan-pertimbengan tersebut di atas,
maka permohonan Pam Pemobon dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, balwa oleh karena permohonan Parz Pemohon dikabelkan, maks
blaya yang Hmbul dalam perkara permohonsn ioi dibebankan kepada Pemohon yang
jumnlshaya disebutican dalam Amar Penetapan ind ;

Memperhatikan pasal-pasal darl Undang-Undang dan kelentuan Hukum laionya
yang bersangkutan |

;
M
3
¥
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MENETAPKAN g;/

1. Mengabulkan permehonan Para Pemobon seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan di Hong Kong, pada
tenggal 7 September 2003, dan perkawinan tersebut wiah dilaporkan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipi! Propingi DEKI Jakarta pada tanggal 3 Nopember 20086,
scsual dengan Tands Buktt Laporan Perkawinan No. 201/KHS/IVIS17/2005/2008,
dengan perjaniian kawin ;

3. Memerintabkan Kantor Catatan Sipil DKI Jukarta uniuk mencatat Perjanjian Kawin No,
22 tanggal 13 Jult 2003 dalam Akis Perkawinan Para Pemohon dalem register yang
tersadia untuk itu di Kantor Catatan Sipil DI Fakarta ;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkdra sebesar Rp.
161.000,~ (seratus satu ribu rupiah} ;
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PANITERA PENGGANTL HAKIM tersebut,

t t d.- t t d.
ANTES SUND 8B BARYANRTO, SH.
Biava-biaya :

Meiora Rp, 6000~
Redalest Rp. 5.000,~
Percatatan ~ Hp. 30.000,-
Pangpilan _ Rp. 60,000
Jumiah Rp. 161000,
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" Pumimen

) Periama
Patrem/Penctapan Perkars Prden/Perdata dalam tnghat Pryrrrbim
Foto Copy L
Pengadilan Neperi Takaris Selafan
Dari ; Prmmesisias PirpetPie] o Tanggal _Q9 Oktober 2008

Nomor: 266/P41.P/2008/PK.Tkt.Sel

[ L

CELT R

Dibuat sesuai dengan aslinya pada langgal 1% Gktober 2008
Taminen

Pemensm / Penelapan ini dikefuarkan pada tanggat 17 Oktober 2008
Foto Capy
Atas Permohonan :  Para Pemohon.

SL2,040028%45, -
Tanda Bayar ¢t kas ),/
Legesn Ry, %.000,« Y
Upahwlis  Rp 1.800,~ ¥ ‘4,
Materai :Rp 6,000, ~ 4+
Jumlah :Rp 10,800, - { Paraf Penerima )
PERHATIAN : e
~  Coret vang tidak periu .

- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Pepetapan
Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/ioto copy
PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar int
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